
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MUARA ENIM

TAHUN 2012- 2032

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di

Kabupaten Muara Enim dengan memanfaatkan

ruang wilayah secara serasi, selaras, seimbang,

berdaya guna, berhasil guflo, berbudaya dan

berkelanjutan dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan

memelihara ketahanan nasional, perlu disusun

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (7)

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2OO7 tentang

Penataan Ruang, perlu ditetapkan Peraturan Daerah

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Muara Enim Tahun 2Ol2 - 2032 ,

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di

Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 tambahan

Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran

Negara Republik Indonesia 1981 Nomor 76,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 32Og)

2.

3.



4.

2

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32

tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor aSaa);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a725);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 523$;

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (l,embaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OOB Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a833);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2O10 tentang

Penyenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 2I,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5103);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang

Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah tentang Pedoman Penyusunan

Peraturan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Tentang

Tata Tertib Dewan Perwakilan Rai<yat Daerah

(lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlA

5.

6.

7.

8.

9.
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Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5164);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2OIO tentang

Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Daiam

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor i 18, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

11. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang

Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 31);

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

16/PRT/M l2OO9 tentang Pedoman Penyusunan

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun

201,2 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan

Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Propinsi dan Kabupaten Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 6a7);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang

menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah

Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah

Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 9).



Menetapkan :

a[n'o**

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA

RUANG WILAYAH KABUPATEN MUARA ENIM

2012 - 2032

1.

2.

3.

4,

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasai 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Daerah adaiah Kabupaten Muara Enim.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Bupati adalah Bupati Muara Enim.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan

ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan

wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan

kegiatan, dan 
imemelihara 

kelan gsun gan hidu pnya.

Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan

sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai

pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara

hierarkis memiliki hubungan fungsional.

5.

6.

7.
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8. Pola ruang adatah distribusi peruntukan ruang daiam suatu wilayah

yang meliputi peruntukan rltang untuk fungsi lindung dan

peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

9. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perenczlnaan tata

ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan rllang.

10. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan

struktur rulang dan pola ruang yafig meliputi pen1rusunan dan

penetapan rencana tata ruang.

1 1. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktrrr

ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui

penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

12. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang

memberikan perizinan sesuai dengan tahapan dan bidang yang

terkait .

13. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan

tertib tata ruang.

14. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

15. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, selanjutnya disebut RTRW

Kabupaten adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan

ruang wilayah KabuPaten.

16. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten adalah arahan

pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten

guna mencapai tujuan penataan rLlang wilayah kabupaten dalam

kurun waktu 2O (dua Puluh) tahun.

17. Strategi penataan ruang wilayah kabupaten adalah penjabaran

kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian

tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan

rencana struktur dan pola ruang wilayah kabupaten.

18. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana yang

mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan

dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan

jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk

mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani

kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan

transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan

telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh
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daerah hulu bendungan atau waduk dan daerah alrran sungai, dan

sistem jaringan prasarana lainnya.

19. Ilusat Kegiatan Wilayah, selanjutnya disingkat PKW, adalah

kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala

provinsi atau beberapa kabupaten/ kota.

20. Fusat Kegiatan l,okal, selanjutnya disingkat PKL, adalah kawasan

perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten

atau beberapa kecamatan.

21. Pusat Kegiatan Lokal promosi, selanjutnya disingkat PKLp, adalah

kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk menjadi PKL.

22.Pusat Pelayanan Kawasan, selanjutnya disingkat PPK, adalah

kawasan perkotaan yaxg berfungsi untuk melayani kegiatan skala

kecamatan atau beberaPa desa.

23. Pusat Pelayanan Lokal, selanjutnya disingkat PPL, adalah kawasan

perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala desa.

24. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten adalah

rencana jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk

mengintegrasikan wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan

yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten.

25. Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten adalah rencana

susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam

wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun

rencana yang membentuk hierarki pelayanan dengan cakupan dan

dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.

26. Rencana pola rLlang wilayah kabupaten adalah rencana distribusi

peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan

rutang untuk fungsi lindung dan budidaya yang difuju sampai

dengan akhir masa berlakunya RTRW Kabupaten yang memberikan

gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten hingga 2O (clua

puluh) tahun rhendatang.

27. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan

pengembangan wilayah untuk mewrrjudkan struktur ruang dan pola

ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten melalui

penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan

kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program

utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi
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rencana prograrn utama, sumber pembiayaan, instansi pelaksana,

dan waktu pelaksanaan.

28. indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah

petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, waktu

pelaksanaaIl, StLmber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka

mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata

rurang.

29. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten

adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya

mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai

dengan RTRW Kabupaten yang berbentuk ketentuan umum

peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan

disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten.

30. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten adalah

ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan rLlang dan unsur-

unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap

klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW

Kabupaten.

31. Ketenfuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan

oleh Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya yang harus

dipenuhi oleh setiap pihak sebelum melakukan kegiatan

pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam

melaksanakan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang'

32. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya

untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang

sejalan dengan rencana tata rLlang dan juga perangkat untuk

mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan

yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang'

33. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa

saia yang melakukan pelanggaran pemanfaatan rlang yang tidak

sesuai dengan rencana tata ruang'

34. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta

segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan

berdasarkan aspek administratif dan l atau aspek fungsional'

35. Kawasan adaiah wilayah dengan fungsi utama lindung atau

budidaya.



8

36. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi

utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup

Sumber Daya Alam dan sumber daya buatan.

37. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau

ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya

sebagai hutan tetap.

38. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat

khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan

sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air,

pencegahan banjir dan erosi, serta pemeliharaan kesuburan tanah.

39. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi

utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi Sumber

Daya Alam, Sumber Daya Manusia, dan sumber daya buatan.

40. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi

pokok memproduksi hasil hutan.

41. Kawasan perrnukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar

kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun

perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau

lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung

perikehidupan dan PenghiduPan.

42. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan

utama pertanian, termasuk pengelolaan Sumber Daya Alam dengan

susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan,

pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan

ekonomi.

43. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan

utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai

tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi

pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan

ekonomi.

44. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur danf atau

mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat

tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang

sengaja ditanam.



45. Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan

tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat

pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air.

46. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai,

termasuk sungai buatan/karraJlsaluran irigasi primer yang

mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian

fungsi sungai.

47. Sempadan danau/waduk adalah sepanjang kiri-kanan sungai

termasuk sungai buatan, yang mempunyai manfaat penting untuk

mempertahankan kelestarian fungsi danau dan/atau waduk.

48. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau

lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem

produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu

yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarkis

keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.

49. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara

nasiona_l yang digunakan untrrk kepentingan pertahanan.

50. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya

diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam

lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosia-l, budaya, dan/atau

lingkungan.

51. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan

rLlangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat

penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya,

dan/atau lingkungan.

52. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk

masyarakat hukum adat, korporasi danlatau pemangku

kepentingan non pemerintah lain dalam penataan ruang.

53. Peran serta masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam

proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang' dan

pengendalian peman faatan rLlang'

S4.lzin pemanfaatan rLlang adalah izin yang dipersyaratkan dalam

kegiatan Pemanfaatan ruang.

55. Badan Koord.inasi Penataan Ruang Daerah, selanjutnya disingkat

BKPRD, adaiah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk

mendukung implementasi Undalg-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7
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tentang Penataan Ruang dan peraturan pelaksanaannya di

Kabupaten dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas

Bupati dalam koordinasi penataan rllang di daerah.

56. Orang adalah orang perseorangan dan/ atau korporasi.

57. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap

dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum,

yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di

bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaart air,

kecuali jalan rel dan jaian kabel.

Pasal2

RTRW Kabupaten berfungsi sebagar:

a. acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD);

b. acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah

kabupaten;

c. acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam

wilayah kabupaten;

d. acuan lokasi investasi dalam wiiayah kabupaten;

e. pedoman pen1rusunan rencana rinci tata ruang kabupaten;

f. dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam

penataan / pengembangan wilayah kabupaten ; dan

g. acuan dalam administrasi pertanahan.

BAB II

LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN DAN MUATAN RTRW KABUPATEN

Pasal 3

(1)Wilayah Kabupaten memiliki luas wilayah kurang lebih 932.3A6

(sembilan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus enam) hektare atau

9.323,06 (sembilan ribu tiga ratus dua puluh tiga koma nol enam)

kilometer persegi .

(2) Batas-batas wilayah Kabupaten meliputi:

a. sebelah lltxa berbatasan dengan Kabupaten Musi Ban5ruasin,

Banlruasin dan Kota Palembang;

b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Pagar Alam, Kabupaten
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Ogan Komering UIu Seiatan dan Kabupaten Kaur Provinsi

Bengkulu;

c. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas, dan

Kabupaten Lahat; dan

d. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Ogan llir, Ogan

Komering Ulu, dan Kota Prabumulih.

(3) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Kecamatan Semende Darat Laut;

b. Kecamatan Semende Darat Ulu;

c. Kecamatan Semende Darat Tengah;

d. Kecamatan Tanjung Agung;

e. Kecamatan Lawang Kidul;

f. Kecamatan Muara Enim;

g. Kecamatan Ujan Mas;

h. Kecamatan Gunung Megang;

i. KecamatanBelimbing;

j. Kecamatan Benakat;

k. Kecamatan Rambang Dangku;

l. Kecamatan Rambang;

m. Kecamatan Lubai;

n. Kecamatan Lubai Ulu;

o. Kecamatan Talang Ubi;

p. Kecamatan Tanah Abang;

q. Kecamatan Penukal;

r. kecamatan Penukal Utara;

s. Kecamatan Abab;

t. Kecamatan Sungai Rotan;

u. Kecamatan Lembak;

v. Kecamatan Belida Darat;

w. Kecamatan Kelekar;

x. Kecamatan Muara Belida; dan

y. KecamatanGelumbang.

Pasal 4

Materi muatan RTRW Kabupaten ini meliputi:

a. tujuan, kebdakan dan strategi penataan ruang;

b. rencana struktur ruang;
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c. rencana pola ruang;

d. penetapan kawasan strategis;

e. arahan pemanfaatan ruang; dan

f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 5

Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Muara Enim bertujuan

mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Muara Enim

melalui pengembangan sektor Agro dan Energi berteknologi tinggi

dengan bersendikan pada solidaritas masyarakat dan kelestarian

lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Pasal 6

(1) Untuk mewr-rjudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagasmtrna

dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan kebijakan penataan ruang

wilayah kabupaten.

(2) Kebijakan penataan rurang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. peningkatan dan penambahan jaringan transportasi, energi,

telekomunikasi, air bersih yang menjangkau ke seluruh pelosok

pedesaan;

b. peningkatan produktifitas sektor agro dengan pengeloletan

sistematis, modern, terintegrasi dan ramah lingkungan;

c. pelaksanaan produksi pertambangan berbasis kelestarian

lingkungan hiduP;

d. penyediaan askses dan sistem evakuasi bencana; dan

e. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan

negara.
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Pasal 7

(1) Strategi peningkatan dan penambahan jaringan transportasi, energi,

telekomunikasi, air bersih yang menjangkau ke seluruh pelosok

pedesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a,

meliputi:

a. merencanakan dan membangun jaringan transportasi, energi,

telekomunikasi, air bersih yang menjangkau ke seluruh pelosok

pedesaan

b. meningkatkan kualitas pelayanan jaringan transportasi, energi,

telekomunikasi, air bersih yang sudah ada.

(2) Strategi peningkatan produktifitas sektor agro dengan pengelolaan

sistematis, modern, terintegrasi dan ramah lingkungan sebagaimeina

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, meliputi:

a. meningkatkan produktifrtas manusia melalui pemerataan

penyediaan sarana prasarana sosial dan ekonorni;

b. mengintensifkan lahan di kawasan dataran tinggr;

c. mengembangkan kawasan agropolitan dan industri pengolahan

yang terintegrasi dengan kawasan lwilayah lainnya;

d. menggunakan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan; dan

e. membangun sistem pemasaran komoditi dan jalur

transportasinya.

(3) Strategi pelaksanaan produksi pertambangan berbasis kelestarian

lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)

huruf c, meliputi:

a. menetapkan standar ramah lingkungan bagi kawasan yang

dieksploitasi;

b. membuka lahan tambang baru dengan standar pembatasan yang

berwawasan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

hayati; dan

c. membuka lahan tambang baru diarahkan pada lahan-lahan non

produktif .

(4) Strategi penyediaan askses dan sistem evakuasi bencana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, meliputi:

a. membangun sistem informasi komunikasi dan peringatan dini;

dan

b. membangun jalur dan sarana evakuasi.

(5) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan
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keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (21

huruf e, meliputi:

a. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan

keamanan;

b. mengembangkan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar

kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;

c. mengembangkan kawasan lindung danlatau kawasan budi daya

tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan

negara sebagai zor-a penyangga; dan

d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan

keamanan.

BAB IV

STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Struktur ruang wilayah kabupaten tersusun atas konstelasi pusat-

pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan

oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten.

Struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.00O

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yartg merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Pusat-pusat Kegiatan

Sistem perkotaan

a. PKW;

b. PKL;

c. PKLp

d. PPK; dan

e. PPL.

Pasal 9

kabupaten meliputi:(1)
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(2) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PKW sebagaimana

dimaksud pada ayat (i) huruf a, yaitu Kota Muara Enim.

(3) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PKL sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b, yaitu Kota Pendopo Kecamatan Talang Ubi

dan Kota Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul.

(4) Fusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PKLp sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c, berlokasi di :

a. Kota Gunung Megang Kecamatan Gunung Megang;

b. Kota Beringin Kecamatan Lubai;

c. Kota Gelumbang Kecamatan Gelumbang; dan

d. Kota Tanjung Agung Kecamatan Tanjung Agung.

(5) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PPK sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf d, beriokasi di:
a. Kecamatan Semende Darat Laut;

b. Kecamatan Ujan Mas;

c. Kecamatan Belimbing;

d. Kecamatan Benakat;

e. Kecamatan Rambang Dangku;

f. Kecamatan Rambang;

g. Kecamatan Tanah Abang;

h. Kecamatan Lembak; dan

i. Kecamatan Muara Belida.

(6) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PPL sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf e, berlokasi di

a. Kecamatan Semende Darat Tengah;

b. Kecamatan Semende Darat Ulu;

c. Kecamatan Benakat;

d. Kecamatan Penukal Utara;

e. Kecamatan Penukal;

f. Kecamatan Abab;

g. Kecamatan Lubai Ulu;

h. Kecamatan Sungai Rotan;

i. Kecamatan Belida Darat; dan

j. Kecamatan Kelekar.
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Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Pasal 10

Sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten meliputi:

a. sistem jaringan prasa,rana transportasi;

b. sistem jaringan prasarana energi;

c. sistem jaringan prasarana telekomunikasi;

d. sistem jaringan prasarana Sumber Daya Air; dan

e. sistem jaringan prasarana lingkungan.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Prasarana Transportasi

Pasal 1 1

Sistem jaringan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 huruf a, meliputi:

a. sistem transPortasi darat;

b. sistem perkeretaaPian; dan

c. sistem transportasi udara.

Pasal 12

(1) Sistem jaringan prasara-na transportasi darat sebagaimana

dimaksud dalam Pasa-l 11 huruf a, terdiri atas:

a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi:

1. jaringan jaian dan jembatan; dan

2. jaringan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

b. jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP).

(2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

meliputi:

a. jaringan jalan arteri primer meliputi :

1. Lahat - Muara Enim - Prabumulih - Palembang; dan

2. Baturaja - Sugihwaras - Muara Enim

b. jaringan jalan kolektor primer 1 meliputi:

1. Sugihwaras * Pagar Alam;

2. Simpang Belimbing - SekaYu; dan

3. Simpang Belimbing - Muara Lakitan
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c. jaringan jalan kolektor primer 2 meliputi:

1. Beringin - Prabumulih;

2. Beringin - Kayu Agung; dan

3. Beringin - Batu Raja

d. jaringan jalan lokal primer yang meliputi antar ibukota

kecamatan.

e. jaringan jalan khusus angkutan batubara yang melintasi wilayah

kabupaten.

f. jaringan jalan bebas hambatan yang melintasi wilayah

kabupaten.

(3) Jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a meliputi:

a. Terminal Tipe A, terdapat di Kecamatan Muara Enim;

b.Terminal Tipe B, terdapat di Kecamatan Taiang Ubi dan

Kecamatan Lawang Kidul;

c. Terminal Tipe C, terdaPat di:

1. Kecamatan Semende Darat Laut;

2. Kecamatan Rambang;

3. Kecamatan Tanjung Agung;

4. Kecamatan Gunung Megang; dan

5. Kecamatan Gelumbang

d.Terminal barang (cargo), terdapat di Gunung Megang dan

Gelumbang.

(4) Jaringan prasarana Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan

(ASDP) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. pelabuhan umum sungai, terdapat di:

1, Arisan Musi;

2. Mulia Abadi; dan

3. Muara Lematang.

b. pelabuhan khusus, terdaPat di:

1. Muara Abab;

2. Muara Lematang; dan

3. Patra Tani.

Pasal 13

(1) Sistem jaringan prasarana" transportasi perkeretapi" 
"eba 

gaimana

dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, terdiri atas:
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a. jaringan kereta api umum; dan

b. jaringan kereta api khusus.

\2) Jaringan kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (L)

huruf a, meliputi:

a. Lintas Muara Enim - Palembang (via Prabumulih);

b. Lintas Muara Bnim - Lahat; dan

c. Lintas Muara Enim - Baturaja.

(3) Jaringan kereta api khusus batubara sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b, meliputi:

a. Koridor Tanjung Enim - Tarahan;

b. Koridor Tanjung Enim - Kertapati;

c. Koridor Tanjung Enim - Bengkulu; dan

d. Koridor Tanjung Enim - Tanjung Api-api.

Pasal 14

Sistem jaringan transportasi udara sebagarmana dfmaksud dalam Pasal

1 t huruf c, adalah bandar udara khusus di Kecamatan Lawang Kidul.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Prasarana Energi

Pasal 15

(1) Sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1O huruf b meliPuti:

a. prasarana pembangkit listrik; dan

b. jaringan transmisi tenaga listrik.

(2) Prasarana pembangkit listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, meliPuti:

a. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU);

b. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG);

c. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTIUH);dan

d. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)

(3) Lokasi pembangunan PLTU sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a, terdapat di:

a. Kecamatan Lawang Kidul;

b. Kecamatan Gunung Megang;



19

c. Kecamatan Talang Ubi;

d. Kecamatan Rambang Dangku; dan

e. Kecamatan Muara Enim.

(4) Lokasi pembangunan PLTG sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b, terdapat di Kecamatan Gunung Megang dan Kecamal-an

Ujan Mas

(5) Lokasi Pembangunan PLTMH sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf c terdapat di :

a. Kecamatan Semende Darat Laut ;

b. Kecamatan Semende Darat Tengah;

c. Kecamatan Semende Darat Ulu;

(6) Lokasi pembangunan PLTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf d, terdapat di:

a. Kecamatan Semende Darat Laut;

b. Kecamat-an Semende Darat Tengah; dan

c. Kecamatan Semende Darat Ulu.

(7) Pengembangan jaringan transmisi prasarana listrik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan Saluran

Udara Tegangan Tinggi (SUT:[) yang melaiui:

a. Kecamatan Kelekar;

b. Kecamatan Lembak;

c. Kecamatan Rambang Dangku;

d. Kecamatan Gunung Megang;

e. Kecamatan Belimbing;

f. Kecamatan Benakat;

g. Kecamatan Ujan Mas;

h. Kecamatan Muara Enim;

i. Kecamatan Lawang Kidul;

j. Kecamatan Tanjung Agung;

k. Kecamatan Semende Darat Laut;

L Kecamatan Semende Darat Tengah; dan

m. Kecamatan Semende Darat Ulu.
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Paragraf 3

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 16

(1] Sistem janngan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

10 huruf c meliPuti:

a. sistem jaringan kabel; dan

b. sistem jaringan nirkabel.

(2) Penyelenggaraan jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a, meliPuti:

a. penyeien ggaraan jaringan tetap lokai;

b. penyelenggaraan jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh;

c. penyelenggaraan jaringan tetap sambungan internasional; dan

d. penyelenggaraan jaringan tetap tertutup'

(3) Penye lenggaraanjaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada avat.

(1) huruf b, meliPuti:

a.penyelenggaraanjaringanbergerakterestrial;dan

b. penyelenggaraan jaringan bergerak satelit'

(4) Penge mbangan jaringan seluler, dilakukan dengan pembangunan

menara telekomunikasi bersama yang ketentuannya akan diatur

lebih lanjut dengan Peraturan Bupati'

Paragraf 4

Sistem Jaringan Sumber DaYa Air

Pasal 17

sistem jaringan sumber Daya Air sebagarrnana dimaksud dalam Pasal

1O huruf d terdiri.atas:

a. sistem wilaYah sungai;

b. sistem jaringan irigasi;

c. sistem jaringan air baku; dan

d.sistempengendalibanjirwilayahpermukaandanairtanah
dengan Pnoritas.
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sistrm r,r,4layah sungai sebagaimana dimaksucl dalam Pasal 17 ayat {1)

huruf a adalah wilayah sungai Musi - sugihan Banyuasin yang

meliputi:

a. Sungai Enim;

b. Sungai Lematang;

c. Sungai Endikat;

d. Sungai Penukal;

e. Sungai Abab;

f . Sungai Kelekar; dan

g. Sungai Belida.

Pasal 19

(il Jaringan ingasi sebagaimala dimaksud dalam Pasal 17 ayat (ll

huruf b dikembangkan dan diarahkan pada lahan potensi untuk

pencetakan sawah.

t2l Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. daerah irigasi Kecamatan Semende Darat Ulu seluas 4'499

(empat nbu empat ratus sembilan puluh sembilan) hektare;

b. daerah irigasi Kecamatan Semende Darat Tengah seluas 3'733

(tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tiga) hektare;

c. daerah irigasi Kecamatan Semende Darat Laut seluas 2'077

(dua ribu tujuh belas) hektare;

d. daerah ingasi Kecamatan Tanjung Agung seluas 3.444 (tiga

ribu empat ratus empat puluh empat) hektare;

e. daerah irigasi Kecamatan Muara Bnim seluas 2.A87 (dua ribu

delapan Puluh rujuh) hektare;

f. daerah irigasi Kecamatan ujan Mas seluas 2.271 (dua ribu dua

ratus tujuh Puluh satu) hektare;

g. daerah irigasi Kecamatan Gunung Megang seluas '2'877 (dua

ribu delapan ratus tujuh puluh tu:uh) hektare;

h. daerah irigasi Kecamatan Talang Ubi seiuas 788 (tu:uh ratus

delaPan Puluh delaPan) hektare;
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i. daerah irigasi Kecamatan Penukal seluas 1.813 (seribu delapan

ratus tiga belas) hektare;

j. daerah irigasi Kecamatan Muara Belida seluas 1.879 (seribu

delapan ratus tujuh puluh sembilan) hektare;

k. daerah irigasi Kecamatan l,embak seluas 3oo (tiga ratus)

hektare;

1. d,aerah irigasi Kecamatan sungai Rotan seluas 2.350

(dua ribu tiga ratus lima puluh) hektare'

(3) .Jaringan irigasi yang ada harus dipertahankan dan dipelihara'

Pasal 2O

Janngan arr baku kabupaten untuk keperluan air minum sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dikembangkan secara terpisah sesuai

dengan perkembangan kebufuhan penyediaan atr baku, yang

bersumber dari:

a. Daerah Aliran Sungai Musi; dan

b. sumber mata air.

Pasal 21

(tI sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17

huruf d adalah waduk, kanal, kolam retensi, sungai, rawa, pintu-

pinlu air, dan dataran banjir'

(2) Pengendalian barllir dipadukan dengan sistem drainase -vang

menggunakan pendekatan Daerah Aliran Sungai atau sub Daerah

Aliran Sungar.

(3) Pembangunan sa-rana pengendalian banjir difokuskan di Daerah

Aliran Sungai Musi.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan

Pasal 22

Infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e

meliputi:
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(l)

(2)

a. sistem penyediaan air minum;

b. sistem pengelolaan air limbah;

c. sistem pengelolaan samPah;

d. sistem drainase;

e. penyediaan dan pemanfaatan prasarana

pejaian kaki; dan

f. jalur evakuasi bencana.

dan sarana jaringan jalan

Pasal 23

Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal

22 huruf a melipuri jaringan perpipaan dan/atau bukan jaringan

perpipaan, ditetapkan di semua kecamatan'

Jaringan perpipaan metiputi unit air baku, unit produksi, unit

distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan dengan kapasitas

prorluksi di kabupaten sebesar 229 {dua ratus dua puluh 'sembilan)

liter/orang/detik pemakaian domestik dan sebesar 46 (empat puluh

enam) literi detik pemakaian non domestik'

Jaringan bukan perpipaan meliputi sumur dangkal, sumur pompa

tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air,

instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air diatur

lebih lanjut oleh Badan/Dinas yang menangani bidang

keciptakaryaan.

sistem penyediaan air bersih dipadukan dengan sistem jaringan

sumber daya air untuk menjamin ketersediaan air baku-

(5) Perlindungan air baku dilakukan melalui keterpaduan pengaturan

pengemtrangan sistem Penyediaan Air Minum dan Prasarana dan

Sarana Air Limbah.

Pasal 24

(1) Sistem pengelolaal air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

22 huruf b meliputi sistem pembuangan air limbah setempat

dan/atau terPusat.

(2) Sistem pengelolaan air limbah setempat dilakukan secara individual

melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat pada

kawasan-kawasan yang belum memiliki sistem terpusat di daerah'

(3)

(4)
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(3| Sistem pengelo[aan air iimbah terpusat ditakukan secara kolektif

melalui jarilgan pengumpul dan diolah serta dibuang secara

terpusat pada kawasan bandar udara, kawasan pusat pemerintahan,

kawasanpariwisata,kawasanindustri,kawasanperdagangandan
jasa,kawasanperumahandankawasanpermukimanpadatdi
kabuPaten.

(4) Lokasi instaiasi pengolahan air limbah harus memperhatikan aspek

teknis,lingkungan,sosialbudayamasyarakatsetempat,serta
dilengkapi dengan zorra penyangga'

(5) Sistem pengelolaan air limbah wilayah kabupaten dijelaskan lebih

rinci dalam peta rencana struktur rLlang kabupaten sebagaimana

tercantum da)am l-ampiran I yang merupakan bag)an tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini'

Pasal 25

(1) Sistem pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22

huruf c terdiri atas:

a. Tempat Penampungafi Sementara (TPS);

b. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST); dan

c. TemPat Pemrosesan Akhir (TPA)'

(2) Tempat Penampungan sementara (TPS) sebagaimana dimaksud

pada ayat (7) huruf a berlokasi di:

a. setiap unit lingkungan permukiman;

b. setiap pusat-pusat kegiatan; dan

c. seLiaP unit Rukun Warga (RW)'

(3) Tempat Pengolahan sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b berupa tempat dilaksanakannya kegiatan

pengumpulan, pemiiahan, penggunaan ulang' pendauran ulang'

pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah, ditetapkan di setiap

kecamatan atau kawasan seiuas 500 - 1'O00 m2'

(4) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c menggunakan teknik sanitary land fill berlokasi di:

a. Kelurahan Air Lintang seluas kurang lebih 15 (lima belas)

hektare;

b.DesaDarmoseluaskuranglebihS(lima)hektare;dan

c. Kelurahan Handayani seluas kurang lebih 8 (delapan) hektare'
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Pasal 26

{1.) $istem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d

meliputi jaringan drainase makro dan mikro'

(2) Jaringan drainase makro sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan bagian dari sistem pengendalian banjir pada masing-

masing Daerah Aliran Sungai di d,aerah, ditetapkan di setiap

kecamatan.

(3) Jaringan drainase mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

daridrainaseprimer,sekunder,dantersieryangditetapkandengan

menggunakan pendekatan Sub-D aerah Aliran sungai pada masing-

masing kecamatan'

Pasal 27

{1) Penyediaan dan pemanfaatan prasarana

pejalan kaki sebagaimana dimaksud

ditetapkan di pusat perkotaan dan pusat

a. Kecamatan Muara Enim;

b. Kecamatan Lawang Kidul;

c. Kecamatan Talang Ubi;

d. Kecamatan Gunung Megang;

e. Kecamatan Belimbing;

f. Kecamatan Lubai; ,

g. Kecamatan Gelumbang; dan

h. Kecamatan Tanjung Agung'

dan sarana jaringan jalan

dalam Pasal 22 huruf e

kegiatan ekonomi, Yaitu di

Pasal 28 ri

(1].Jenis bencana yang potensial terjadi di daerah ialah longsor, banjir

dan angin ribut.

.Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22

huruf f meliputi escape utay baik dalam skala daerah, kawasan'

maupun lingkungan

Jalur evakuasi bencana ditetapkan di :

a. Kecarnatan Semende Darat Ulu;

b. Kecamatan Semende Darat Tengah;

c. Kecamatan Semende Darat Laut;

d. Kecamatan Tanjung Agung;

(2)

(3)
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e. Kecamatan Muara Enim;

f. Kecamatan Ujan Mas;

g. Kecamatan Gunung Megang;

h. Kecamatan Tanah Abang;

i. Kecamatan Sungai Rotan;

j. Kecamatan Rambang Dangku; dan

k. Kecamatan Muara Belida'

BAB V

POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

. Pasal 29

{1) Pola ruang wilayah kabupaten meliputi:

a. kawasan lindung seluas kurang lebih 83.680 (delapan puluh tiga

ribu enam ratus delapan puluh) hektare; dan

b. kawasan budidaya seluas kurang lebih 830.369 (delapan ratus

tiga puluh ribu tiga ratus enam puluh sembilan) hektare'

(2) pola ruaxg kawasan sebagaimana dimaksud pada avat (1)

digambarkan dalam Peta Pola Ruang dengan tingkat ketelitian

i:5O.OOO sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini'

Bagian Kedua

Kawasan Lindung

Pasal 30

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1.f huruf

a terdiri atas:

a.hutan lindung;

b.kawasanyangmemberikanperlindungankawasanbawahannya;

c.kawasan Perlindungan setemPat;

d.ruang terbuka hijau kota;
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e.kawasan cagar budaYa;

f. kawasan cagar alam;

g.kawasan rawarr bencana alam; dan

h.kawasal lindung geologi-

Pasal 31

{l)I(awasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30

huruf a ditetaPkan di:

a. kawasal hutan lindung seluas krrrang lebih 55.596 (lima puluh

lima ribu lima ratus sembilan puluh enam) hektare di Kecamatan

Semende Darat UIu;

b. kawasan hutan lindung seluas kurang lebih 19'144 (sembilan

belas ribu seratus empat puluh empat) hektare di Kecamatan

Semende Darat Tengah;

c. kawasan hutan lindung seluas kurang lebih 6.597 (enam ribu

lima ratus sembilan puluh tujuh) hektare di Kecamatan semende

Darat Laut;

d. kawasan hutan lindung seluas kurang lebih 1.577 (seribu lima

ratus tujuh puluh tujuh) hektare di Kecamatan Tanjung Agut'g;

dan

e. kawasan hutan tindung seiuas krrrang lebih 766 (tujuh ratus

enarn puiuh enam) hektare di Kecamatan Lawang Kidul.

Pasal 32

(lJ Kawasan yang membenkan perlindungan kawasan bawahannya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, meliputi:

a. kawasan resapan atr; dan

b. kawasan bergambut.

(2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

ditetapkan di:

a. kawasan hutan lindung Bukit Jambul Asahan di Kecamatan

semende Darat Ulu, Kecamatan Semende Darat Tengah,

Kecamatan semende Darat Laut, hutan iindung Bukit Asam di

Kecamatan Tanjung Agung dan Kecamatan t,awang Kidul dan

Suaka AIam Isau-lsau Pasemah di Kecamatan Tanjung Agung;dan
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b. kawasan hutan lindung Bukit Jambul Asahan dan Bukit Asam

dengan luas kurang lebih 84.410 (delapan puluh empat ribu

empat ralus sepuluh) hektare, rnerupakan bagian dari kawasan

hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

(3) Kawasan bergambut sebagaimana yang dimaksucl pada ayat (1)

huruf b ditetapkan di:

a. Kecamatan Abab seluas kurang lebih 17.678 (tujuh belas ribu

enam ratus tujuh puluh delapan) hektare;

b. Kecamatan Gelumbang seluas kurang lebih 15.100 (lima belas

ribu seratus) hektare;

c. Kecamatan Muara Belida seluas kurang lebih 63 (enam puluh

tiga) hektare;

d. Kecamatan Penukal seluas kurang lebih 2.349 (dua ribu tiga

ratus empat puluh sembilan) hektare;

e. Kecamatan Penukal Utara seluas kurang lebih 1.7A6 (seribu

tujuh ratus enam) hektare;

f. Kecamatan Sungai Rotan seluas kurang tebih 9.987 (sembilan

ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) hektare; dan

g. Kecamatan Tanah Abang seluas kurang lebih 591 (iima ratus

sembilan puluh satu) hektare.

Pasal 33

(1) Kawasan perlindungar setempat sebagaimana dimaksud dalan:

Pasal 30 huruf c meliPuti :

a. sempadan sungai;

b. kawasan sekitar mata air; dan

c. kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal'

(2) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurrf a

dengan iuas kurang lebih 6.947 (enam ribu sembilan ratus empat

pulukL hrjuh) trektare d.an Lebar antara krrrang teLrih 5O (lirna puluh)

meter sampai 100 (seratus) meter ditetapkan di:

a. Sungai Enim, dan Sungai Lematang; dan

b. sungai Endikat Kanan, Sungai Endikat Kiri, sungai Enim Kiri,

Sungai Enim Kanan, Sungai Enim Tengah, Sungai Meriak dan

Sungai Belida.
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Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
huruf b ditetapkan di :

a. Kecamatan Semende Darat UIu;

b. Kecamatan Semende Darat Tengah;

c. Kecamatan Semende Darat Laut; dan

d. Kecamatan Tanjung Agung.

Kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan di Kecamatan Benakat,

Kecamalan Semende Darat Utrr, Kecama-tan Semende Darat Tengah

dan Kecamatan Semende Darat Laut.

Pasal 34

(1) Kawasan rLrang terbuka hijau kota luas minimum 3Oo/o ( tiga puluh

persen ) dari iuas kawasan perkotaan.

12) Kawasan ruang terbuka hrjau kota sebagaimana dimaksud d.alam

pasal 30 huruf d tetapkan di :

a. kawasan pusat Kota Muara Enim, ditetapkan di seluruh

kelurahan di Kecamatan Muara Enim seluas kurang lebih 15O

(seratus lima puluh) hektare;

b. kawasan pusat Kota Tanjung Enim, ditetapkan di seluruh

kelurahan di Kecamatan Lawang Kidul seluas kurang lebih 80

{ddapan puluft ) hektare ;

c. kawasan pusat Kota Pendopo, ditetapkan di seluruh kelurahan di

I{ecamatan Talang Ubi seluas kurang lebih 12O (seratus

duapuluh) hektare; dan

d. kawasan peruntukan pemakaman umtlm yang tersebar di 25

(dua puluh lima) kecamatan dengan luas kawasan kurang lebih

350 (tiga ratus lima puluh) hektare.

Pasal 35

Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasa.l 30 humf e

huruf yaitu Situs Candi Bumi Ayu di Kecamatan Tanah Abang.

(4)



Pasal 36

Kanvasan CaBaI a'ram sebagaimana dimaksud daiarn Pasal 3O huruf I

adalah Hutan Suaka Alam meliputi :

a. Kecamatan Semende Darat Laut dengan luas kawasan kurang

lebih 2.955 (dua ribu sembilan ratus lima puluh lima) hektare;

dan

b. Kecamatan Tanjung Agung dengan luas kawasan kurang lebih

6.484 (enam ribu empat ratus deiapan puluh empat) hektare.

Pasal 37

(l] Kawasan rawan bencana aiam ditetapkan sebagaimana climaksuci

da-lam Pasal 30 hurrf g meliPuti : l

a. kawasan rawan tanah longsor; dan

b, kawasan rawan banjir.

(2) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a ditetapkan di:

a. Kecamatan Semende Darat UIu pada kawasan bukit dan

perbukitan dengan struktur geologi dan lapisan tanah yang

rentan dengan keminngan lereng tebih dari atau sama dengan 40

%, (empat puluh Persen);

b. Kecamatan Semende Darat Tengah pada kawasan bukit dan

perbukitan dengan struktur geologi dan lapisan tanah yang

rentan dengan kemiringan lereng lebih dari atau sama dengan 40

% (empat Puluh Persen);

c. Kecamatan Semende Darat Laut pada kawasan bukit clan

perbukitan dengan struktur geologi dan lapisan tanah yang

rentan dengan kemiringan lereng lebih dari atau sama dengan 40

7o (emPat Puluh Persen ); dan

d. Kecamatan Tanjung Agung pada kawasan bukit dan perbukitan

dengan struktur geologi dan lapisan tanah yang rentan dengan

kemiringan lereng lebih dari atam sama dengan 40 o/o (empat

puluh Persen).

(3) Kawasan rawan banjir sebagaimana climaksud pada ayat (1) huruf b

ditetapkan di Kecamatan Tanjung Agung, Kecamatan Muara Enim,

Kecamatan ujan Mas, Kecamatan Gunung Megang, Kecamatan

Belimbing, Kecamatan Tanah Abang, Kecamatan Rambang Dangku,
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Kecamatan Sungai Rotan dan Kecamatan Muara Be{ida pada

kawasan yang dilalui oieh aliran Sungai Musi, Sungai Lematang dan

anak sungainya terutama pada kawasan pertanian lahan kering

campur semak.

Pasal 38

Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf

h ditetapkan di:

a. Kecamatan Semende Darat Ulu;

b. Kecamatan Semende Darat Tengah;

c. Kecamatan Semende Darat Laut; dan

d. Kecamatal Tanjung Agung.

Bagian Ketiga

Pengembangan Kawasan Budi DaYa

Pasal 39

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)

huruf b terdiri atas :

a. kawasan peruntukan hutan produksi;

b. kawasan peruntukan hutan rakyat;

c. kawasan Peruntukan Pertanian;

d. kawasan Peruntukan Perikanan;

e. kawasan peruntukan pertambangan;

f. kawasan Peruntukan industri;

g. kawasan Peruntukan Pariwisata;

h. kawasan peruntukan pemukiman; dan

i. kawasan Perunfukan lainnYa'

Pasal 4O

{1) KaB,asan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 39 huruf a meliPuti:

a.kawasanperuntukanhutanproduksiterbatas;

b. kawasan peruntukan hutan produksi tetap; dan

c. kawasan perunfukan hutan produksi yang dapat dikonversi'
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(2f Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di :

a. Kecamatan Rambang seluas kurang lebih D.AOS (dua belas ribu

lima) hektare;

b. Kecamatan Lubai Ulu seluas kurang lebih 3.578 (tiga ribu lima

ratus tujuh puluh delapan) hektare; dan

c. Kecamatan Rambang Dangku seluas kurang lebih 8.868 (delapan

ribu delapan ratus enarn puluh delapan) hektare'

(3) Kawasan perLlntukan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b terdaPat di:

a. Kecamatan :Tanjung Agung seluas kurang lebih 2'2'772 (dua

puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh dua) hektare;

b. Kecamatan Rambang seluas kurang lebih i5.807 (lima belas ribu

delapan ratus tu:uh) hektare;

c. Kecamatan Lubai Uiu seluas kurang lebih 7.7OO (tujuh ribu tu.luh

ratus) hektare;

d. Kecamatan Lawang Kidul seluas kurang lebih 14'604 (empal

belas ribu enam ratus empat) hektare;

e. Kecamatan Muara trnim seluas kurang lebih 3.537 (tiga ribu lima

ratus tiga puluh tujuh) hektare;

f. Kecamatan Ujan Mas seluas kurang lebih 8.725 (delapan nbu

tdrrh ratus'dua Puluh lima) hektare;

g. Kecamatan Gunung Megang seluas kurang lebih 18.569 (delapan

belas ribu lima ratus enaln puluh sembiian) hektare;

h. Kecamatan Benakat seluas kurang tebih 33.939 (tiga puluh tiga

ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan) hektare;

i. Kecamatan Rambang Dangku seluas kurang lebih 37'772 (l'iga

puluh satu ribu tujuh ratus t juh puluh dua) hektare;

j. Kecamatan Talang ubi seluas kurang lebih 17.373 (tujuh Lrelas

ribu tiga ratus tujuh puluh tiga) hektare;

k. Kecamatan Gelumbang seluas kurang lebih 5.614 (lima ribu

enarn ratus empat belas) hektare; dan

l. Kecamatan penukal seiuas kurang lebih 148 (seratus empat

purluh delaPan) hektare'

(4)Kawasanperuntukanhutanproduksiyangdapatdikonversi
sebagaimana dimaksud pada ayat (i) huruf c terdapat di:

a" Kecamatan sungai Rotan seluas kurang lebih 3.958 (tiga ribu

sembilan ratus lima puluh delapan) hektare;
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12.105 (dua beias

1.492 (seribu empat

Kawasan peruntukan hutan

Pasai 39 huruf b terdaPat di

Benakat.

Pasal 41

ralryat sebagaimana dimaksud dalam

Kecamatan Lawang Kidul dan Kecamatan

Pasal 42

(i) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal

39 huruf c meiiPuti:

a. budidaya tanam.ar^ Pangal,-;

b. budidaya hortikultura;

c. budidaya perkebunan; dan

d. budidaya Peternakan.

(2) Kawasan peruntukan pertanian budidaya taflaman pangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) humf a terdapat di seluruh

daerah dengan luas kr.rrang iebih 36.539 (tiga puluh enam ribu lima

ratus tiga puluh sembilan) hektare.

(3) Kawasan peruntukan pertanian budidaya tanaman pangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ditetapkan sebagai lahan

pertanian pangan berkelaryutan.

(4) Kawasan budidaya hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b terdapat di seluruh daerah dengan iuas kurang lebih

144.437 (seratus empat puluh empat ribu empat ratus tiga puluh

tu:uh) hektare.

(5) Kawasan budidaya perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c terdapat di seluruh kecamatan dalam daerah dengan luas

kurang tebih 345.724 (tiga ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus

dua puluh empat) hektare, dengan komoditi utama meliputi:

a. karet, terdapat di seluruh kecamatan dalam daerah kecuali

Kecamatan Semende Darat Ulu dan Kecamatan Semende Darat

Tengah;

b. Kecamatan Gelumbang seiuas kurang {ebih

ribu seratus lima ) hektare; dan

Kecamatan Muara Belida seluas kurang lebih

ratus sembilan puluh dua) hektare.
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b. kelapa sawit, terdapat di Kecamatan Tanjung Agung, Kecamatan

Lawang Kidu1, Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Ujan Mas,

Kecamatan Benakat, Kecamatan Gunung Megang, Kecamatan

Tanah Abang, Kecamatan Talang Ubi, Kecamatan Penukal,

Kecamatan Penukal utara, Kecamatan Abab, Kecamatan

Rambang Dangku, Kecamatan Lubai ulu, Kecamatan Lubai,

Kecamatan Rambang, Kecamatan Lembak, Kecamatan Kelekar,

Kecamatan Sungai Rotan, Kecamatan Gelumbang dan Kecamatan

Muara Belida;

c. kopi, terdapat di Kecamatan Semende Darat Ulu, Kecamatan

Semende Darat Tengah, Kecamatan Semende Darat Laut,

Kecamatan Tanjung Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Kecamatan

Muara Bnim, Kecamat-an ujan Mas, Kecamatan Gunung Megang,

Kecamatan Rambang Dangku, Kecamatan Lubai Ulu, Kecamatan

Lubai, Kecamatan Gelumbang dan Kecamatan Muara Belida;

d. kelapa, terdapat di Kecamatan Semende Darat Ulu, Kecamatan

semende Darat Tengah, Kecamatan semende Darat Laut,

Kecamatan Tanjung Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Kecamatan

Muara Enim, Kecamatan ujan Mas, Kecamatan Benakat,

I(ecamatan Gunung Megang, Kecamatan Tanah Abang,

Kecamatan Talang Ubi, Kecamatan Penukal,Kecamatan Penukal

utara, Kecamatan Rambang Dangku, Kecamatan Lubai ulu,

Kecamatan Lubai, Kecamatan Gelumbang dan Kecamatan Muara

Belida;

e. lada, terdapat di Kecamatan Semende Darat Laut, Kecamat.an

Tanjung Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Kecamatan Muara

Enim dan Kecamatan Gunung Megang;

f. kakao, terdapat di Kecamatan Semende Darat Laut, Kecamatan

Tanjung Agung, Kecamatan Muara Enim, Kecamatan ujan Mas,

Kecamatan Gunung Megang, Kecamatan Belimbing, Kecamatan

Lubai Ulu dan Kecamatan Lubai;

g. afen, terdapat di Kecamatan Semende Darat Ulu, Kecamatan

semende Darat Laut, Kecamatan Benakat, Kecamatan GUnung

Megang, Kecamatan Penukal utara dan Kecamatan Sungai Rot.an;

h. kapuk, terdapat di Kecamatan Semende Darat Ulu, Kecamatan

semende Darat Tengah, Kecamatan Semende Darat Laut, dan

Kecamatan Rambang Dangku;
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i. nilam, terdapat di Kecamatan Semende Darat Laut dan

Kecamatan Tanjung Agung.

(6) Kawasan peruntukan peternakan dengan luas kurang lebih 5'500

(lima ribu lima ratus) hektare sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d terdapat di:

a. Kecamatan Semende Darat Laut, dengan komoditi utama

kambing;

b. Kecamatan Semende Darat Tengah, dengan komoditi utama

kambing;

c. Kecamatan Semende Darat Ulu, dengan komoditi utama kambing;

d. Kecamatan Tanjung Agung, dengan komoditi utama ayam

pedaging dan saPi;

e. Kecamatan Lawang Kidul, dengan komoditi utama ayam pedaging

dan sapi;

l. Kecamatan Muara Enim, dengan komoditi utama ayam pedaging

dan sapi;

g. Kecamatan Ujan Mas, dengan komoditi utama ayam pedaging;

h. Kecamatan Gunung Megang, dengan komoditi utama ayam

pedaging dan saPi;

i. Kecamatan Rambang, dengan komoditi utama sapi;

j. Kecamatan Talang Ubi, dengan komoditi utama sapi;

k. Kecamatan Rambang Dilngku, dengan komoditi sapi;

l. Kecamatan Sungai Rotan, dengan komoditi sapi;

m. Kecamatan Lubai, dengan komoditi sapi;

n. Kecamatan ftmbak, dengan komoditi utama ayam pedaging; dan

o. Kecamatan Gelumbang, dengan komoditi utama ayam pedaging

dan sapi;

Pasal 43

(1) Kawasan bud.id"aya perikanan seLragaimana dimaksud dalam Pasal

39 huruf d dikembangkan di:

a- Keca.matan Sernende Darat Ulu;

b. Kecamatan Semende Darat Tengah;

c. Kecamatan Semende Darat Laut;

d. Kecamatan Tanjung Agung;

e. Kecamatan Lawang Kidul;

f. Kecamatan Muara Enim;

g. Kecamatan Ujan Mas;



36

Kecamatan Be{imbing;

Kecamatan Gunung Megang;

Kecamatan Rambang Dangku

Kecamatan Tanah Abang;

Kecamatan Penukal;

Kecamatan Sungai Rotan;

Kecamatan Gelumbang; dan

Kecamatan Muara Belida.

(2) Kawasan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikembangkan dengan komoditi utama meliputi:

a. ikan nila;

b. ikan leie;

c. ikan mas;

d. ikan patin;

e. ikan gurame; dan

f. udang gaiah.

Pasai 44

(1) Kalvasan peruntukan pertarnbangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasa,l 39 huruf e terdiri atas:

a. mineral, batubara dan batuan;

b. minyak, Bas dan gas methan batubara; dan

c. paxas bumi.

(2) Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana

dimaksud pada ayat ( 1) huruf a, dikembangkan di:

a. Batubara, dikembangkan dengan pengendaiian di Kecamatan

Lawang Kidul, Kecarnatan Tanjung Agung, Kecamatan Gunung

Megang, Kecamatan Benakat, Kecamatan Ujan Mas, Kecamalan

Rambang, Kecamatan Lubai, Kecamatan Rambang, Dangkrr,

Kecamatan Tanah Abang, Kecamatan Penukal, Kecamatan

Penukal lJtara, Kecamatan Abab, Kecamatan TaJang Ubi dan

Kecamatan Lembak;

b. mineral bukan logam, dikembangkan di Kecamatan Tanjung

Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Kecamatan Muara Enim,

Kecamatan ujan Mas, Kecamatan Gunung Megang, Kecamatan

Rambang Dangku, Kecamata.n Tanah Abang, Kecamatan Abab,
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Kecamatan Penukal, Kecamatan Penukai Utara, dan Kecamatan

Sungai Rotan;

(3) batuan, dikembangkan dengan pengendalian di Kecamatan Semende

Darat Ulu, Kecamatan Tanjung Agung, Kecamatan Lawang Kidul,

dan Kecamatan Muara Enim;

(4) kawasan pertambangan minyak, gas dan gas methan batubara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikembangkan cli :

a. Kecamatan Tanjung Agung;

b. Kecamatan Lawang Kidul;

c. Kecamatan Muara trnim;

d. Kecamatan Ujan Mas;

e. Kecamatan Talang Ubi;

f. Kecamatan Benakat;

g. Kecamatan Tanah Abang;

h. Kecamatan Abab;

i. Kecamatan Penukal ;

j Kecamatan Penukal Utara;

k. Kecamatan Rambang;

1. Kecamatan Gelumbang

m. Kecamatan Rambang Dangku;

n. Kecamatan Gunung Megang; dan

cl. Kecamatan Lubai.

(5) I(awasan pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c, dikembangkan di Kecamatan Semende Darat Ulu,

Kecamatan Semende Darat Tengah dan Kecamatan Semende Darat

Laut.

(6) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a berada dalam Wilayah Pertambangan (WP).

Pasal 45

i1) Kaw-asan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal

39 huruf f terdiri atas:

a. kawasan industri menengah; dan

b. kawasan rumah tangga.

(2) I(awasan peruntukan industri menengah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a ditetapkan di Kecamatan Gunung Megang dan

Kecamatan Gelumbang.
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(3) Kawasan industn rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b ditetapkan tersebar di seluruh wilayah kabupaten.

Pasal 46

(i ) Kawasan peruntukan panwisata sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 39 huruf g terdiri atas:

a. kawasan wisata alam;

b. kawasan wisata budaya; dan

c. kawasan wisata buatan.

(2) Kawasan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

meliputi;

a. Air Terjun Bedegung;

b. Air Terjun Napal Carik;

c. Air Terjun Curup Ayun;

d. Danau Segayam; dan

e. Air Panas Gemuhak.

(3) Kawasan wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b yaitu Candi Bumi Ayu.

(4) Kawasan wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf

c yaitu Tahura Enim dan Taman Satwa Sriwijaya.

Pasai 47

Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam 39

huruf h meliputi:

a. kawasan peruntukan pemukiman perkotaan dengan luas kurang

lebih 4.191 (empat ribu seratus sembiian puluh satu) hektare;

dan

b. kawasan peruntukan pemukiman perdesaan dengan luas kurang

lebih 13.068 (tiga belas ribu enarn puluh delapan) hektare.

Pasal 48

(1) tkwasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal

38 huruf i terdiri atas:

a. kawasan ruang evakuasi bencana;
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b. kawasan peruntukan bagi sektor informal; dan

c. kawasan pertahanan dan keamanan nega-ra.

(2) Kawasan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a dilengkapi dengan aksesibilitas dan petunjuk arah serta

sarana dasar seperti sumber air bersih dan Mandi Cuci Kakus.

(3) Kawasan ruang evakuasi bencana ditetapkan di kawasan-kawasan

yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana alam daerah

sebagaimana tertuang dalam Pasal 37.

(4) Kawasan peruntukan ruang bagi sektor informai sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di pusat perdagangan

clan jasa di Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Lawang Kidul,

Kecamatan Talang Ubi dan Kecamatan Gelumbang.

(5) Kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud

ayat (1) huruf c, meliputi;

a. Kodim 0404 /Muara Enim;

b. Yonif l4l lAneka Yudha Jaya Prakosa;

c. Yonkav S/Dwipangga Ceta;

d. Rindam IllSWJ;

e. Dodik Bela Negara; dan

f. Koramil yang berada di kecamatan-kecamatan dalam wilayah

kabupaten.

BAB VI

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 49

(t) Kawasan stra[egis yang ada di daeralt, terdit-i atas:

a. kawasan strategis Provinsi Sumatera Selatan ; dan

b. kawasan strategis kabuPaten.

(2) Kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

yaitu Kawasan Muara Bnim dan sekitarrlya-



(3)

(4)

(5)

(6)

(7)
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Kawasan strategis Muara Enim dan sekitarnya sebagaimana

dimaksud pada ayat \2) merupakan kawasan strategis yang

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi.

Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b, terdiri atas :

a. kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;

b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosiai budaya;

c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya

dukung lingkungan hiduP.

Untuk operasionalisasi RTRW Kabupaten disusun Rencana Rinci

Tata Ruang berupa Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis

Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang.

Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten dan Rencana

Detail Tata Ruang sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan

dengan Peraturan Daerah.

Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

digambarkan dalam peta kawasan strategis dengan tingkat

ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasai 50

(1) Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud

dalam pasal 49 ayat (4) huruf a ditetapkan di :

a. kawasan perdagangan dan jasa yang berada di Kecamatan

Muara Enim, dan Kecamatan Lawang Kidul dengan rencana

pengembangan kawasan seluas kurang lebih 100 (seratus)

hektare;

kawasan Agropolitan yang berada di Kecamatan Gelumbang,

Kecamatan Lubai, Kecamatan Penukal, Kecamatan Gunung

Megang, Kecamatan Tanjung Agung, Kecamatan Semende Darat

[,aut, Kecamatan Semende Darat Tengah, dan Kecamatan

Semende Darat Laut;

kawasan perkebunan sawit yang berada di Kecamatan Muara

Enim, Kecamatan Rambang Dangku, dengan rencana

pengembangan kawasan sebesar kurang lebih 9.825 (sembilan

ribu delapan ratus dua puluh lima) hektare;

kawasan perkebunan kopi yang berada di Kecamatan Semende

Darat U1u, Kecamatan semende Darat Tengah, dan Semende

b.

c.

d.
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Darat Laut dengan rencana pengembangan koridor sepanjang

kurang lebih 30.766 (tiga puluh ribu tujuh ratus enain puiuh

enam) meter;

kawasan Pend"opo Integrated" Industnal Park yang berada di

KecamatanTalangUbi,denganrencanapengembangankawasan

seluas kurang lebih 1.700 (seribu tujuh ratus) hektare; dan

koridor Jaian Arteri sekunder yang berada di Pusat Kabupaten

(Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Ujan Mas dan koridor

Muara Enim - Lahat).

Pasal 51

(1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya

sebagaimana climaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf b meliputi

kawasan yang memiliki nilai strategis kabupaten dengan sudut

kepentingan sosial budaya daerah'

(2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf b ditetapkan

cli Situs Candi Bumi Ayu, Kecamatan Tanah Abang'

Pasal 52

(1) Kawasan strategis aspek lingkungan hidup sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 48 ayat (4) huruf c meliputi kawasan yang memiliki nilai

strategis kabupaten dengan sudut kepentingan lingkungan hidup'

(2)Kawasanstrategisaspeklingkunganhidupsebagaimanadimaksud
pada ayat (1) ditetaPkan di :

a. kawasan hutan lindung kabupaten, yang terletak di Kecamatan

TanjungAgung,KecamatanLawangKidul,KecamatanSemende

Darat Laut, Kecamatan semende Darat Tengah dan Kecamatan

Semende Darat Uiu;

b.kawasanperlind.ungansetempat,denganspesifikasijenisadaiah
sungaidansempadansungai,diantaranyaadalahSungai
Lematang dan Sungai Enim, YanE diidentifikasi sebagai sungai

besar, dan Sungai Endikat Kanan, Sungai Endikat Kiri, Sungai

EnimKiri,sungaiEnimTengah,SungaiBnimKanan,danBelida,
beserta dengan anak sungai lain yang diidentifikasi sebagai

sungai kecil;

e.

f.
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c. kawasan bergambut dan rawa air hitam yang terletak di

Kecamatan Tanah Abang, Kecamatan Penukal, Kecamatan

Penukal utara, Kecamatan Abab, Kecamatan Sungai Rotan,

Kecamatan Gelumbang dan Kecamatan Muara Belida;

d. kawasan rawan bencana banjir dan longsor, terutama di sekitar

aliran sungai besar.

(3) Kawasan strategis aspek lingkungan hidup sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a dengan luas kawasan sebesar kurang lebih

28.74A (dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh) hektare'

(4) Kawasan strategis aspek lingkungan hidup sebagaimana dimaksud

pada ayat (2\ huruf b dengan luas kawasan sebesar kurang lebih 100

(seratus) meter kanan dan kiri dari Sungai Enim dan Sungai

l,ematang. Dan luas kawasan sebesar kurang lebih 50 (lima puluh)

meter kanan dan kiri dari sungai Sungai Endikat Kanan, Sungai

Endikat Kiri, Sungai Enim Kiri, Sungai Enim Tengah, sungai Enim

Kanan, dan Sungai Belida, beserta anak sungainya

BAB VII

ARAHANPEMANFAATANRUANGWILAYAHKABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 53

(1) Arahan pemanfaatan ruang terdiri dari indikasi program utama'

indikasi sumber pendanaan, indikasi pelaksana kegiatan, dan waktu

pelaksanaan.

(2) indikasi program utama pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliPuti:

a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang; dan

b. indikasi program utama perwujudan pola ruang'

(3) Indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber

dariAnggaranPendapatandanBelanjaNegara'Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan kegasama

pendanaan.
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(4) Indikasi pelaksana kegiatan terdiri dari Pemerintah, Pemerintah

Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Kabupaten, swasta dan

masyarakat.

(5) Indikasi waktu pelaksanaan terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu :

a. tahap pertama, yaitu tahun 2072-2017, diprioritaskan pada

perencanaan, peningkatan fungsi dan pengembangan

b. tahap kedua, yaitu tahun 2017-2022, diprioritaskan pada

peningkatan fungsi dan pengembangan

c. tahap ketiga, yaitu tahun 2022-2027, diprioritaskan pada

pengembangan dan PemantaPan; dan

d. tahap keempat, yaitu tahun 2027-2032, diprioritaskan pada

pemantapan.

(6) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (:2)

tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Indikasi Program Utama Perwujudan Struktur Ruang

Pasal 54

(1) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilavah

kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a

meliputi indikasi program untuk perwujudan sistem pusat kegiatan

dan infrastruktur serta perwujudan sistem jaringan prasarana

perkotaan.

(2) Indikasi program utama perwujudan sistem pusat kegiatan dan

infrastruktur serta sistem jaringan prasarana perkotaa:r

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi indikasi program

utama perwujudan sistem pusat kegiatan primer, jaringan

transportasi, jaringan telekomunikasi, jaringan energi, jaringan

sumber d,aya air, jaringan air minum, jaringan drainase, jaringan air

limbah, dan sistem PersamPahan'

Pasal 55

(1) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang kabupaten pada

tahap pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (5) huruf

a diprioritaskan Pada :
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a. peningkatan fungsi pusat-pusat kegiatan pertanian, perdagangan

dan jasa, pariwisata, transportasi, industri dan pemerintahan;

b. pengembangan jaringan transportasi meliputi transportasi jalan,

terminal, dan bandar udara;

c. pengembangan jaringan telekomunikasi meliputi jaringan tetap

dan bergerak;

d. pengembangan jaringan energi listrik meliputi pembangkit tenaga

listrik, gardu induk, dan jaringan transmisi;

e. pengembangan jaringan sumber daya air dan jaringan sungai.

f. pengembangan jaringan air minum perpipaan dan latau bukan

jaringan PerPiPaan;

g. pengembangan jaringan drainase makro dan mikro;

h. pengembangan jaringan air limbah setempat danlatau terpusat

dan pengolahan iimbah/B3; dan

i. pengembangan pengelolaan persampahan meliputi TPS, TPST dan

TPA.

(2) Indikasi program utama perwujud"an struktur ruang wilavah

kabupaten, pada tahap kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal

53 ayat (5) huruf b diprioritaskan pada :

a. peningkatan fungsi pusat-pusat kegiatan pertanian, perdagangan

dan jasa, pariwisata, transportasi, industri dan pemerintahan;

b. pengembangan jaringan transportasi meliputi transportasi jalan,

terminal, dan bandar udara;

c. pengembangan jaringan telekomunikasi meliputi jaringan tetap

dan bergerak;

d. pengembangan jaringan energi listrik meliputi pembangkit tenaga

iistrik, gardu induk, dan jaringan transmisi'

e. pengembangan jaringan sumber daya air, dan jaringan sungai.

f. pengembangan jaringan air minum perpipaan dan latau bukan

jaringan PerPiPaan;

g. pengembangan jaringan drainase makro dan mikro;

h. pengembangan persampahan TPS, TPST dan TPA'

(3) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang kabupaten,

pada tahap ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (5)

huruf c diPrioritaskan Pada :

a. pengembangan jaringan jalan arteri sekund'er, kolektor sekunder

dan jalan lokal, terminal dan bandar udara'
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b. pengembangan jaringan telekomunikasi meiiputi jaringan tetap

dan bergerak;

c. pengembangan jaringan energi listrik meliputi pembangkit tenaga

listrik, gardu induk, dan jaringan transmisi;

d. pengembangan jaringan sumber daya air, dan jaringan sungai;

e, pengembangan jaringan air minum perpipaan dan latau bukan

jaringan PerPiPaan;

f.pengembanganjaringandrainasemakrodanmikro;
g. pengembangan jaringan air limbah setempat dan/atau terpusat

dan pengolahan limbah/ 83; dan

h. pengembangan persampahan TPS, TPST dan TPA'

(4) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang Kabupaten,

pada tahap keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 avat (5)

huruf d diPrioritaskan Pada :

a. pemantapan jaringan jalan arteri sekunder, kolektor sekunder

dan jalan lokal; terminal dan bandar udara'

b. pemantapan jaringan telekomunikasi meliputi jaringan tetap dan

bergerak;

c. pemantapan jaringan energi listrik meliputi pembangkit tenaga

listrik, gardu Induk, dan jaringan transmisi;

d' pemantapan jaringan sumber daya air, dan jaringan sungai;

e. pemantapan jaringan air minum perpipaan dan/atau bukan

jaringan PerPiPaan;

f. pemantapan jaringan drainase makro dan mikro;

g. pemantapan jaringan air limbah setempat dan/atau terpusat dan

pengolahan limbah/ 83; dan

h. pemantapan persampahan TPS, TPST dan TPA'

Bagian Ketiga

Indikasi Program Utama Perwujudan Pola Ruang

Pasal 56

(1) Indikasi program utama perwujudan pola ruang kabupaten

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b meliputi

indikasiprogramuntukperwujudankawasanlindungdan
perwujudan kawasan budidaYa'
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(2) Indikasi program utama perwujudan kawasan lindung dan

perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi: indikasi program untuk perwujudan kawasan lindung yang

terdiri dari kawasan yang memberikan perlindungan terhadap

kawasan bawahannya, perlindungan setempat, cagar budaya, rawan

bencana alam, lindung geologi, dan lindung lainnya, serta indikasi

programuntukperwujudankawasanbudidayayangterdiridari
kawasan peruntukan bandar udara, pusat pemerintahan, industri'

pariwisata,perdagangandanjasa,perumahandanbudidayalain.

Pasal 57

(1) Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah kabupaten

pada tahap pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (5)

huruf a diPrioritaskan Pada :

a. penetapan batas kawasan hutan lindung dan kawasan lindung

setemPat;

b. resettlement penduduk yang menghuni kawasan hutan lindung;

c. rehabilitasi fungsi-fungsi lindung pada kawasan lindung yang

terd,iri dari; kawasan yang memberikan perlindungan terhadap

kawasarr, bawahannya, periindungan setempat, cagar budaya,

rawanbencanaalam,lindunggeologi,danlindunglainnya;

d. penetapan dan pengembangan zofla transportasi udara'

pergudangan, industri, pendidikan tinggi' kesehatan dan

pariwisata;

e. penetapan alokasi ruang untuk usaha sayur-sayuran, bunga-

bungaan dan ternak saPi;

f. pengembangan kawasan strategis pertumbuhar-r ekonomi,

kawasan perdagangan dan jasa, kawasan strategis bandar udara,

kawasan strategis situs purbakala megalith dan kawasan

strategis hutan lindung'

(2)Indikasiprogramutamaperwujudanpolaruangwilayah
kabupaten,pada tahap kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal

53 ayat (5) huruf b diprioritaskan pada :

a. pengembangan kawasan peruntukan bandar udara, pusat

pemerintahan,inclustri,pertanian,pariwisata,perdagarrgandan
jasa, dan Perumahan'



47

b, pemantapan fungsi-fungsi lindung pada kawasan lindung yang

terdiri dari kawasan yang memberikan perlindungan terhadap

kawasan bawahannya, perlindungan setempat, cagar budaya,

rawan bencana alam, lindung geologi, dan lindung lainnya;

c. pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi,

kawasan perdagangan dan jasa, kawasan strategis bandar udara,

kawasanstrategissituspurbakaiamegaiithdar'kawasan
strategis hutan lindung.

(3) Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah kabupaten'

pada tahap ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (5)

huruf c diPrioritaskan Pada

a.pengembangankawasanperuntukanbandarudara,pusat
pemerintahan, industri, pertanian, pariwisata, perdagangan dan

jasa, dan Perumahan.

b. pemantapan fungsi-fungsi lindung pada kawasan iindung yang

terdiri dari kawasan yang memberikan perlindungan terhadap

kawasanbawahannya,periindungansetempat,Cagarbudaya'

rawanbencanaalam,lindunggeologi,danlindunglainnya;

c. pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi,

kawasan perdagangan dan jasa, kawasan strategis bandar udara,

kawasan strategis situs purbakala megalith dan kawasan

strategis hutan lindung.

(a) Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah kabupaten,

pada tahap keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (5)

huruf d diPrioritaskan Pada :

a.pemantapankawasanperuntukanbandarudara,pusat
pemerintahan, industri, pertanian, pariwisata, perdagangan rlan

jasa, dan Perumahan.

b.pemantapanfungsi-fungsilindungpadakawasanlindungyang
terdiri dari kawasan yang memberikan perlindungan terhadap

kawasan bawahannya, perlindungan setempat' cagar budaya'

rawanbencanaalam,lindunggeologi,danlindunglainnya;

c. pemantapan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi, kawasal.l

perdagangan dan jasa, kawasan strategis bandar udara, kawasan

strategis situs purbakala megalith dan kawasan strategis hutan

lindung.
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BAB VI{I

KETENTUANPENGENDALIANPEMANFAATANRUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 58

{i) Ket-enll-rau perrgendalian prrrrarrfaalarr

dig.-rnakan sebagai acuan dalam

pemanfaatan ruang wilayah kabupaten'

(2\ Ketentuan pengendalian pemanfaatan

riimaksud Pada aYat (1) meliPuti : :

a. ketentuan umum peraturan zonasi

b. ketentuan Perizinan;

c. ketentuan insentif dan disinsentif;

c]. ketentuan sanksi

ruang sebagaimana

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 59

(ii Ketentuan umum peraturan zonasi rx'ilal'5ifu kabupaten sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2\ huruf a digunakan sebragai

pecloman bagt Pemerintah Kabupaten dalam menyusun pera[uran

zonasi.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terdiri atas :

a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;

b. ketentuan umum peraturan znnasi untuk kawasan budidaya; dan

c. ketentuan urnu.m peraturan zonasi untrrk kawasan di sekitar

sistem Prasarana'

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut di daiam

lampiranVyangmerupakanbagiantidakterpisahkandalam
Peraturan Daerah ini'

ft]ang r*'itay-ah kabrrPaten

peiaksanaan Pengendalian
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Bagian Ketiga

Ketentuan Perizinan

Paragral'I

Umum

Pasal 60

(1) K-etentrran penz.inan sehagaim-an-a clim-ak-sr--lcl dalam Pasal 58 avat (2}

hurufbmerupakanacuanbagipejabatyangberwenangdalam
pcnrbUt'iati izirt lscrrrattfaAiatt {Lsatrg bcr'clarsarkari s(t'uktui tiarr p'-ti't

ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini'

(2) Ketentuan peizinan ini berlu3uan unluk ;

a. menjamin ppmanliaatan ruang sesuai dengan rencala t-ata ruang,

standar, dan kualitas minimum yang ditetapkan ;

b. menghindari eksternalitas negatif; dan

c. melindungi kepentingan umum'

(3) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang;'

(4) Pemberian izin pemanfaatan luang dilakukan rnenurut prosec{ur

yangtelahditetapkanPeraturanPerundang-Undangan.

Pasal 61

(ii Jenis perizin€ul terkait pemanfaatan ruang sebagaimana dr'maksud

dalam Pasal 60 ayat (3) terdiri atas :

a. Izin iokasi;

b. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;

c. lzin Mendirikan Bangunan;

d.izlnlperseLujuanpenerbitarr}rakatasLanahkeBPN;

e. Izin / persetujuan perpan-iangan hak atas tanah ke BPN;

f.lzinlpersetujuanperalihanhakatastanahkeBPN;

g. lzin Pematangant lahan'

(2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

lebih lanjut dengan Peraturan Bupati'



Bagian KeemPat

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Faragral'1

Umum

Pasai 62

{)) Krtrntttan insent)f den rl:s.insrnfif s,.hage)mena ilmaksud ddam

Pasal58ayatt2)hurufCmerupakanacuanbagiPemerintah
Kabripaiei: daiam pemberian inseni.if dan pengenaan disinseirtif

mengarahkandanmengendalikanpemanfaatanruang.

(2) pemberian insentil sebagaimana dimaksud' pada ayat (1)

dimaksudkan untuk mendorong/mempercepat pemanfaatan ruang

Sesual dengarr str.uktur ruang, pola rrrang darr keterrtuan umulll

peraturanzonasiyangditetapkanda]amPeraturanDaerahini.

(3) Pcilgenaarr clisinscrrlif sebagairrlana dirnaksud pada ayat (1)

dikenakanterhadappemanfaatanruangyangperludicegah,
clibalarsi, dan f aLau dikuraflgi keberaclaannya berdasarkan ketentuan

dalam Peraturan Daerah ini'

Paragral'2

Bentuk dan Tata Cara Pemberian insentif

Pasal 63

pe:nberian insent;,f Can pengenaan Cisinsenti{ Calam pemanfaatan

ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten

keparoa masYa.rakart. 
,

Pemberian insentif dan pengdnaan disinsentif dilakukan oleh

instansi yang berwenang.

/1\
I i)

(2)

Pasal 64

BenLuk insenLil' dan disinsentil'

keringan anf Pemotongan Pajak

d:"tpal, beruPa tiskal scPerli

atau kenaikan Pajak;
(1)
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pembenan/pembebananprasaranadasarlrngkungan;atau
kemudahan / pembatasan proses perizinan'

('2) "fata cara pemberian insentif dilakukan melalui:

a. penetapan bagian wilayah kabupaten yang didorong atau

dipercepat pertumbuhannya dan penetapan insentif yang

cli.her,-ka.n bagl pelahr petnJrangtrn.an traik secara indi'ridu

maupun beruPa badan usaha'

i:. menetapkan bentuk insentif yang akan diberikan pada kawasan-

kawasanyangsudahditetapkanpadahurufa,seperti
kemudah ar7 pengurusan 'tzin, pembebasan biaya IMB, danf atau

penguranganpajak,diberikanuntukkegiatanpemanfaatan
ruang.

c. penetapan jangka waktu pemberian insentif bagi pelaku

pern bangu nan atau pemanfaatan ruang'

(3)TataCarapengenaandisinsentifdilakukanmelalui:

a. penetapan bagian wilayah kabupaten yang dibatasi

pertumbuhannyaataupemanfaatanrllangnyadanpenetapan
pengenaandisinsentifbagibentukpemanfaatanruangyang
dibatasi/ dilarang.

b. menetapkan bentuk disinsentif yang akan diberiakukan untuk

setiap bentuk pemanfaatan ruang yang dibatasi seperti

pr:ngen;ral, pajak j'ang tinggi, bial'a perizinan ']'eng ting;i'

pembatasan intensitas pemanfaatan ruang, atau berkewajiban

menyediakan prasarana lin gkungan'

tsagian Kelima

Arahan Sanksi Administratif

Paragraf I

Umum

Pasal 65

Arahan sanksi sebagaimana dimaksud daiam

rnerupak an acuar_ bagi Pemerintah Kabupaten

terhadap :

Pasal 58 aYat (2) huruf d

d.alam pengenaan sanksi
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a. pemanlaatan r]-iang yang fidak sesuai dengan struktur ruarlg dan

poia ruang;

b. pelanggaran ketentuan utllum peraruran zonasi;

c. pernanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan

trerdasarka:r RTRW KabuPaten;

d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang

yang cliterbitkan berdas as'kan RTRW Kabupaten;

e. peianggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin

pernant-aatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;

f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan

yang oleh Peraturan Perundan g-Undangan dinyaLakan sebagai milik

Lrmum; danlatau

g. pemanlaatan rutang clengan Din yang diperoleh melalui prosedur

yang tidak benar.

Paragraf )
Jenis Sanksi Administratif

pasal C't'

( 1) Sarrksr adminrsl raLil' bagi pelanggaran seba gaimana dimaksud Pasal

65hurufa,hurufb,hurufd,hurufe'huruffdanhurufg
clikenakan sankst administralil berupa :

a. peringatan tertulis;

b. penghentian semerltara kegiaLan;

c. penghentian sementara pelayanan umum;

cl. penutuPan lokasi;

e. pencabutan izin;

t. penoiakan izin;

g. pembatalan tzin'

h. pemulihan lungsi **g; dani atau

i. denda administratif'

(,2)Terhad,appelanggaransebagimanadimaksudPasal65hurufC
dikenakan sanksi administratif berupa ;

a. Peringatan tertulis;

b. penghentian sementara kegiatan;

c. penghenLian semen[ara pelayanan lurnuln;

d. penutuPan lokasi;
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(3)

e . pembongkaran bangunan;

l. pemuiihan fungsi ruang; dan atau

g. denda administratif.

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan

sebagainrana dimaksud parJa ayat (t) dan (2)

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku'

sanksi administratif

diatur sesuai der"igau

ruang di daerah unti-ik memantapkan

Badan Koordinasi Penataan Ruang

BAB IX

KELEMBAGAAN

Pasal b7

(i) Keiembagaar' Pada Penataan

koordinasi dilakukan oleh

Daerah (BKPRD).

(2)BKPRDsebagaimanadimaksudpadaayat(i)membantuBupatt
dalam tnengkoorclinasikan d,an merumuskan kebljakan penataan

ruang daerah dan bertanggungiawab kepada Bupati'

(3) Pembentukan Struktur organisai, peran, fungsi serta tugas kerja

BKPRDsebagaimanadimaksudpadaayat(1)diaturdengan
Keputusan BuPati.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan penataan ruang

berpedomanpad'aPeraturanPerund'ang-Undanganyangberlaku.

BAB X

HAK, KBWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Bentuk Peran MasYarakat

Pasa-l 68

[)alam penalaan ruang, setiap oranlJ berhak untuk:

a. mengetahui rencana tata ruang;

L. iircirikmaij pcrtannl-:atran nilai i uarl8 Sebagai akibat pellalaarr rualig'

c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul

akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yanB sesuai dengan

rencana tata ruang;
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d. mengalukan keberatan kepada pelabat yang benr"enang te rhadail

pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di

d.aerah;

e.mengajukantuntutanpembatalantzindanpenghent"ian
pembangunarl yallB tlilak sesuai clengan rencana tata ruang kepiida

pejabat Yang berwenang; dan

[. rrrerrgajuk an guga1an ganLi kerugian kepacla Pemerintah' Pemerir-rtah

Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten danlatau

pemegangtzillapabilakegiatanpenrbangunanyangtidakscsuzri
dengan rencana tata ruang dan menimbulkan kerugian.

Pasal 69

Dalarri perrrartfaalart ruartg, seliap urilng wajib:

a. menaati rencan a t-ata. rLlang yang telah'ditetapkan;

b. memanfaatkan ruallg sesuai dengan izirt pemanfaatan ruang dari

pejabat Yang berwenang;

c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan tzrn

pemanfaatan ruangi dan

d. memberikan zrkses terhadap kawasan yang oleh ketentuan Peraturart

perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 70

se-uiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 69, dikenai sanksi administratif'

Pasal 71

Pcir,tii riiab-y-.1r-r-ktri ,iaiairi periiltara.ri f1f&rr$ dilerkukart arriara tairr rnelal-r-ri'

a. partisipasi dalam perencanaan tata ruang;

b. partisipa.si clalam pefi-rallfaatan ruang; dan

c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang'

Pasal7'2

Bentuk partisipasi daiarn perellcanai]jl tati'l ruallg sebagaimalla

dimaksud dalam Pasal 71 huruf a terdiri atas:
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a. n:rasukarl mengenal.

1. persiapan penyusunan rencana tata rLlang;

2. penetrlua rt arah pengentbangan wilayah aLau kawasan;

3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah

atau kawasa"n;

4. perumusan konsep rencana tata ruang; dan/atau

5. penetapan rencana teta rsang'

b. kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten, dan/atau sesama unsur

rriasyerrakat rlalam perencanaan tata ruang'

Pasal'73

Bentui< partisipasi dalam pemanfaatal ruang sebagaimana dimaksuc

dalam Pasal 71 huruf b terdiri atas:

a. masukan mengenaL kebijakan pemanfaatan ruang;

b. kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten danlatau sesarna unsur

masyarakat clalam pcmanfiratan rua-rlg;

c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal

clall renc ana LaLa ruang yang telah ditetapkan;

d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam

pemanfa.a.tanruangcla.rat,ruangla.ut,ruanguclara.,clzrnruangdi

cialam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai

de n gxr keten L ua n P e r aLur an Perur: d ang-U nd angarl ;

e.kegiatanmenjagakepentinganpertahanandankeamananserta
rne melihara cla-n me ningkatka-n ke le sta:'iar-r lu ngsi lir"r gkun gan fridup

dan Sumber DaYa Alam; dan

t. kcgiatan investa.si d.alarn pemanfaaLan ruang sesuai dengarr

ketentuan Peraturan Perundang-Undangan'

Pasal 74

Bentu!, partrstpersi ,J'"r\arrt pengeprlaiiap pemanfaralntr l-Lli1l18

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c terdiri atas:

a.memberimasrr-kanterkaitarahandan/alauperaturanzonasi,
perizinan,pemberianinsentifdandisinsentif,sertapengenaan
sanksi;

b.keikutsertaandalammemantaudanmengawasipelaksanaan
rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
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pe{aporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang da{am

hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan

pemanfaalan ruan g yang melanggar rencana tata ruang yang telah

ditetapkan; dan

pengajuan keberatan terhacla.p keputusan pejabat yang berwenang

terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana

tata r-uang.

Bagian Kedua

Tata Cara Peran MasYarakat

Pasal 75

T.ata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dapat disampaikan

secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati dan/atau melalui unit

ker.ia Lerkail yang ditunjuk oleh Bupati'

Pasd 76

D a l-a m ran gka me n ingk-atk-an peran mas-varakat, Pemerint'ah K a hupa t'e n

membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang

dapat rJiakses dettgart rttudah oleh trasyarakat'

Pasal 77

Pelaksanaan la.ta cara Pera-r)

dilaksanakan sesuai dengan

hrerlakri..

masyarakat dalam Penataan rllang

ketentuan Perundang-Undangan yang

BAB XI

PEI\ryIDIKAN

Pasai 78

(1) pejabar Penyiclik Pegawai Negeri sipil tertentu di lingkungan

Pemerintah Kabupaten diberikan wewenang untuk melaksanakan

penyiclikrur terhadap peialggaran ketentuan-ketenLuarr dalam

Peraturan Daerah ini.

(2) WewerranB penyiciik sebagairnana rlirnaksuci patla ayat (i) adaiair:
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a. mg;ilei-i1na, meircari, iileii$uifilptilkal dai' nreireliii ketei-al'gai'

atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan

ruiatry! ageLr kcLeraugatt aLau 'rapurafi, Lcrscbul rnenjadi icrrgkap

dan jelas;

i:.rleneiiti, nrcpcari dan IIIcIlBuIIlpuikan keteralgarr itrcrrgerrai

orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang

d,riakukarr scirubullgan cii bidang pctraLaatl ruang;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan

scirubulganr tiengarr Linclak pidapa di bitlarrg pepataatt ruallB;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen

iairr berkeilaan Lindak pid,ana di bidaflg petralaatr ruarlg;

e.melakukanpenggeledahanuntukmendapatkanbahanbukti
pembukuan, pencatatan dan ciokurnen-dokumen iain serLa

melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. rrieminla bailtuan terlaga ahii ciaianr rerngka peiaksallaan Lugars

penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang;

g. menyuruh berirenti dani atau melarang seseorang rrreninggaikan

ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung

serta genreriksa identitas orarlg danf ai;eu cic;kultert yailg ciii-rawa

sebagaimana dimaksud Pada huruf e;

h. rnemotreL seseorang yallg berkaiLan ciengan Linciak piciana cii

bidang Penataan ruang;

fiiernanggii <)rartg unLuk ciiciengar kcrcrartgartrrya ciart cirpcriksa

sebagai tersangka atau saksi;

ruer rgirerr Likan penyitiikan ;

. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran

tr-tcrtyiuikatr tirruak piuarru di bid,atry pertaLaat rualt9 rilertur-ul

hukum yang dapat dipertanggungiawabkan'

(3)PenyiciiksebagaimanadirrraksucipaciaayaL(i)mem'oeriuahukarr

dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya

kepaciapenuntutumumsesuaiciengankerencuanPeraruran
Perundang- Undangan yang berlaku'

t.

j

k
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KETBNTUAN PIDANA

rasal t Y

ScLiap olarr!] aLau badarr itukuttt yaJIg

di bidang Penataan ruang ditindak

u r tct'ar rg-u rrciang i'icrltt<-rr'26 T ai rur t 2OO7

rrrciakukart peiartgBal ari pitiarr'r

pidana berdasarkan ketcntuan

te t iat tg ?e t taLitttt t R uerr tg'

tsAts Xiii

KBTENTUAN LAIN-LAIN

Pasai 80

(1|.t+trgl<a v,'11.;ri-i RT.Rw l{4hr-tpairri harl4}ar1 rr11,l1L 2o ('lttn lllrlrilr)

Lahun dan dapat ditinjau kemba-li 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun'

i2) D.tiar1l koriCiioi irL4kLtLrgant sttaicgis tcr-'ccritu yar16 ite'kaiLati 'Jcrtgtttt

bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan Peraturan

Ferunciang-Urrciartgarr cianiaLau perubairarr baLas wiiayair yarlg

ditetapkan dengan undang-undang, RTRW Kabupaten dapat ditinjau

kerlbaiiicrsiitcrarii(saLu)raiioaiartr5(iirnaitahurr,
(3)Peninjauankembalisebagaimanadimaksudpadaayat(2\juga

ciiiakukan apabiia Lerjacii perubahan kebijakan nasionai datr

strategis yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kebupaten

oanf atau d,inamika tncernai kabupalen'

(4) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten dilengkapi dengan

tsuku Rencaria cian Aibum Feta yang merupakan Lampiran vi cian

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perafuran Daerah

ini.

(5)DalamhalterdapatpenetapankawasanhutanolehMenteri
Keirutanan rerhaciap bagian wiiayah kabupai-en yang kawasan

hutannya belum disepakati pad.a saat Peratrrran Daerah ini

d,iLerapkan, Buku Rencana cian AibUm Feca sebagaimana oimaksuci

pada ayat (4) disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan

berciasarkan kepuLusan ciari iv{enteri Kehutanan ciimaksucl'

(6) Dalam ha1 terjadi pemekaran wiiayah dalam Daerah, maka penataan

cianpemaniaar.anll.uangoagiwiiayahhasiipemekaranrnasih
mengikuti Tata Ruang wilayah induk hingga disusun Tata Ruang

Wilayah yang baru bagi wilayah ciimaksuci'
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BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 81

(1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan

peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan penataan ruang

wilayah Kabupaten tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan

belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(2)DenganberlakunyaPeraturanDaerahini,maka:

a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan teiah sesuai

dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap beriaku sesuai

dengan masa beriakunYa;

b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak

sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku

ketentuan:

1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, rzin

tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan

Peraturan Daerah ini;

2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan

penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan

Peraturan Perundang-Undangan ; dan

3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak

memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi

kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah

diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang

timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat

diberikan penggantian yang layak'

(3)Pemanfaatanruangyangdiselenggarakantanpaizindan
bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan

ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;

Dengan berlakunYa

Kabupaten Muara

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah

Enim Nomor: 18 Tahun 1992 tentang Rencana
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umum Tata Ruang wilayah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah

Kabupaten Muara Enim Tahun lgg4 Nomor 6) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 38

Tahun 1996 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 1998

Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasai 83

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

peraturan Daerah ini dengan penempatannya daiam l'embaran Daerah

Kabupaten Muara Enim.

Ditetapka di Muara Enim
pada tan a1 28 Desember 2Ol2

BU TI MUARA ENIM

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 28 Desember 2012.

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR

ff
TAUFIK RAHMAN

LEMBARAN DAERAH
NOMOR 13.

KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2012
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LAMPIRAN IV

TABEL INDIKASI PROGRAM

No Program u{ama Lokasi Sumberlhna lnstansi Pelakaana
Y\Iaktu Pelaksanaan

I ll il tv

^t1l
PERUruJUDAN STFI,KTUR RUA G

Pelyuiudtn PrEat Keoiata

1.1 Penoembanoan dan oenataan Muara Enim sebaqai IKW

e Peningkatan fasilitas terminal regional tipe
B menjadiA

Kec. Muara Enim APBD Kabupaten

APBD Provinsi

Dinas Perhubungan

Dinas PU Cipta Karva

b Peningkatan fungsi/Pembangunan pasar
regional

Kec. Muara Enim APBD Kabupaten Dinas Koperasi dan Penaman
Modal

Dinas Perindustrian dan
Perdagangan

Dinas PU Ciota Karya

Pembangunan rumah sakit umum kelas B Kec. Muara Enim APBD Kabupaten Dinas PU Cipta Karya

Dinas Kesehatan

d Peningkatan kapasitas pelayanan air
minum di perkotaan

Kec. Muara Enim APBD Kabupaten

lnvestor

Dinas PU Cipta Karya

PDAM

Swasta

e Peningkatan TPA Regional serta prasarana
dan sarana persampahan

Kel. Air Lintang

Kel. Tanjung Enim

Kel. Talanq Ubi

APBD Kabupaten Dinas PU Cipta Karya

BLH

Peningkatan kapasitas prasarana dan
sarcna permukiman

Kec. Muara Enim APBD Kabupaten

lnvestor

Dinas PU Cipta Karya

Swasta

1,2 mbangan dan Penataan PKL Talang Ubi dan ' KLp Latryqlg,]1id gl]Q gngl ,Gelumbang dan Taniung Agung

a Pembangunan dan Peningkatan pelayanan
rumah sakit kelas C.

lbukota Kecamatan PKL
dan PKLp

APBD Kabupaten Dinas PU Cipta Karya

Dinas Kesehatan

b Peningkatan sarana pasar lbukota Kecamatan PKL
dan PKLp

APBD Kabupaten Dinas Koperasi dan Penanaman
Modal

Dinas Perindustnan dan
Perdagangan

Dinas PU Ciota Karva
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c Pembangunan dan peningkatan pelayanan
terminal regional tipe B

Tanjung Enim APBD Kabupaten Dinas Perhubungan

Dinas PU Cipta Karya

d Pembangunan dan peningkatan pelayanan
terminal regional tipe C

l.Rambang;

2.Tanjung Agung;

3.Gunung Megang; dan

4.Gelumbang;

APBD Kabupaten Dinas Perhubungan

Dinas PU Cipta Karya

e Peningkatan kapasitas pelayanan air
minum di perkotaan.

Seluruh kecamatan PKL
dan PKLp

APBD Kabupaten Dinas PU Cipta Karya

PDAM

f Pengembangan prasarana dan sarana
permukiman

Seluruh kecamatan PKL
dan PKLp

APBD Kabupaten

lnvestor

Dinas PU Cipta Karya

Swasta

s Pembangunan dan Peningkatan pelayanan
Puskesmas

Seluruh kecamatan PKL
dan PKLp

APBD Kabupaten Dinas PU CiPta Karya

Dinas Kesehatan

1.3 Penr :embanoan dan Penataan PPK Uian Mas, Rambang Dangku, Lubai, Tanr rh Abang, Muara Bel da

a Pembangunan dan Peningkatan pelayanan
Puskesmas

Seluruh kecamatan PPK APBD Kabupaten Dinas PU Cipta Karya

Dinas Kesehatan

b Peninokatan sarana oasar linqkunqan Seluruh kecamatan PPK APBD Kabupaten Dinas PU Cipta Karya

c Peningkatan kapasitas pelayanan air
minum di pedesaan

Seluruh kecamatan PPK APBD Kabupaten Dinas PU Cipta Karya

PDAM

d Pengembangan prasarana dan sarana
permukiman

Seluruh kecamatan PPK APBD Kabupaten Dinas PU CiPta Karya

2 Program Perwujuda n Pengem ban gan Sistem Prssarana

Perwujudan Pengembangan Sislem Prasarana Transporlasi

2.1.1 | Pembangunan dan peningkatan jaringan jalan arteri primer

21

a Lahat - Muara Enim - Prabumulih
Palembang

APBN

APBD Provinsi

Dinas PU Bina Marga dan
Pengairan

Dinas Perhubunqan

b Baturaja - Sugihwaras - Muara Enim APBN

APBD Provinsi

Dinas PU Bina Marga dan
Pengairan

Dinas Perhubungan
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2.1.2 Pembangunan dan peningkatan iarinqan ialan kolektor primer 1

a Sugihwaras - Pagaralam APBN

APBD Provinsi

Dinas PU Bina Marga dan
Pengairan

Dinas Perhubunqan

b Simpang Belimbing - Sekayu APBN

APBD Provinsi

Dinas PU Bina Marga dan
Pengairan

Dinas Perhubunqan

c Simpang Belimbing - Muara Lakitan APBN

APBD Provinsi

Dinas PU Bina Marga dan
Pengairan

Dinas Perhubunoan

2,13 Pembanqunan dan peninqkatan iarinqan ialan kolektor orimer 2

a Beringin - Prabumulih APBD Kabupaten Dinas PU Bina Marga dan
Pengairan

Dinas Perhubunoan

b Beringin - Kayu Agung APBD Kabupaten Dinas PU Bina Marga dan
Pengairan

Dinas Perhubunqan

t- Beringin - Batu Raja APBD Kabupaten Dinas PU Bina Marga dan
Pengairan

Dinas Perhubunqan

2.1.4 Pembangunan dan peningkatan jaringan

lalan lokal
APBD Kabupaten Dinas PU Bina Marga dan

Pengairan

Dinas Perhubunqan

215 Pembanqunan dan peninqkatan iarinqan ialan kereta api

a Lintas Muara Enim - Palembang (via
Prabumulih)

PT. KAI

APBD Provinsi

APBD Kabuoaten

Dinas PU Bina Marga dan
Pengairan

Dinas Perhubungan

b Linlas Muara Enim - Lahat PT. KAI

APBD Provinsi

APBD Kabupaten

Dinas PU Bina Marga dan
Pengairan

Dinas Perhubungan
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c Lintas Baturaja PT, KAI

APBD Provinsi

APBD Kabuoaten

Dinas PU Bina Marga dan

Pengairan

Dinas Perhubungan

2.1 .6 Pernbanounan dan peninqkatan iaringan jalat kereta apiQ$C! !e!9!3 'a

Swasta
a Koridor Taniunq Enim - Tarahan lnveslor

b Kondor Taniunq Enim - KertaPati lnvestor Swasta

c Kondor Taniunq Enim - Tanjung Api-api lnvestor Swasta

2.1.7 Jarinoan orasarana lalu lintas
Dt"tMa Terminal Tipe A Muara Enim APBD Provinsi

APBD Kabuoaten

b Terminal Tipe B Taniuno Enim APBD KabuPaten Dinas Perhubungan

c Terminal Tipe C Rambang, Tanjung i APBD KabuPaten
Agung, Gunung 

I

Megang, dan 
IGelumbanq. I

Dinas Perhubungan

d Terminal barang (cargo) Gunung Megang APBD Kabupaten

lnvestor

Dinas Perhubungan

Dinas PU CiPta Karya

Swasta

Dinas Perindustrian dan

Jan transportasi udara . 

--

2.1.8 Pembanqunan dan peningkaian sistem jarint

Bandar udara pengumPul Serdang Gelumbang
dan Tanjung Enim

APBD Kabupaten Dinas Perhubungan

,, Perwrriudan penoembanqan sistem iaringan prasarana energi
PT PLN221 pembangunan pembangkit listrik Kec. Tanjung Agung

Kec. Lubai, fec.
Gunung Megangdan
Kec. Semendo Darat
Laut

APBN

APBD Provinsi
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Kec. Kelekar, Kec
Lembak, Kec. Rambang
dangku,

Kec. Benakat, Kec. Ujan
Mas, Kec. Muara Enim
dan Kec. Lawano Kidul.

Pengembangan jaringan prasarana listrik
(surr)

Kec. Muara Enim,

Kec. Gelumbang, Kec
Gunung Megang, Kec-
Talang Ubi, Kec.
Penukal, Kec. Lawang
Kidul, Kec. Rambang
Dangku, Kec. Tanjung
Agung, Kec. Ujan Mas,
Kec. Muara Belida, Kec.
Lubai, Kec. Tanah
Abang dan Kec.
Semende Daral Laul.

Pengembangan jaringan seluler

sistem iaringan sumber

Normalisasi sungai
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b Pengembangan daerah irigasi Dl Endikat Bengkok

Dl Sawah Lebar

Dl Tunggul Bute

Dl Ataran Bagindo

Dl Curuk Kuning

Dl Pandan Enim

Dl Ataran Karang
Lantang

Dl Sungai Siku

Dl Ataran Betungan

Dl Talang Pangeran

Dl Tangga Dewata

Dl Ataran Paraku

Dl Sungai Empang

Dl Ataran Rincunq

APBN

APBD Provinsi

APBD Kabupaten

Dinas PU Cipta Karya

Dinas PU Bina Marga dan
Pengairan

Dinas Pertanian Tanaman
Pangan

c Sistem pengendalian banjir DAS Musi dan DAS
Lematang

APBD Kabupaten Dinas PU Cipta Karya

Dinas PU Bina Marga dan
Pengairan

BPBD

2.5 Perwuiudan penqembanqan sislem iaringan

a Penyediaan air minum Seluruh kecamatan APBD Kabupaten

lnvestor

PDAM

b Penoelolaan air limbah Seluruh kecamatan APBD Kabupaten BLH

c Pengelolaan persampahan Seluruh kecamatan APBD Kabupaten Dinas PU Cipta Karya

BLH

d Pengelolaan dan pembangunan sistem
drainase

Seluruh kecamatan APBD Kabupaten Dinas PU Cipta Karya

Dinas PU Bina Marga dan
Penqairan

e Pengelolaan dan pembangunan sisiem
pedestrian

Seluruh kecamatan APBD Kabupaten Dinas PU Cipta Karya

f Pembuatan jalur evakuasi bencana Seluruh kecamatan
rawan bencana

APBD Kabupaten Dinas PU Cipta Karya

BPBD
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B PERWUJUDAN PIOLA RUANG

1 Perwui udan Kawasan Lrndung
r lindung1.1 Proglqrn1en ujudan Pen ge m bang

1.'1.1 Pemantaoan kawasan vanq memberikan perlindungan Glvqlen-lawahqr
Dinas Kehutanan

a Evaluasi Kebijakan Penetapan Kawasan
Hutan Lindung

Seluruh kawasan hutan
lindung

APBD Provinsi

APBD KabuPaten

b Evaluasi dan PemantaPan Kawasan
Daerah Tanqkapan Air (Catchment Area)

Seluruh daerah APBD Kabupaten Dinas Kehutanan

APBD Provinsi

APBD KabuPaten

Dinas Kehutanan
c Rehabilitasi dan Pemantapan Kawasan

Hutan Lindung
Seluruh kawasan hutan
lindung

d Rehabilitasi dan Pemantapan Kawasan
(Catchment Area)

Seluruh daerah
lanokaoan air

APBD KabuPaten Dinas Kehutanan

--T
1.1.2 Pemanlaoan Kawasan Perlindunqan Setemp at (semp

a Rehabilitasi dan Pengamanan sempadan
sunoai

Seluruh DAS APBD Kabupaten Dinas PU CiPta Karya

APBD Kabupaten BPBDb Penetapan kawasan rawan, kawasan
waspada dan kawasan berpotensi banjir

Seluruh kawasan rawan
bencana

APBD KabuPaten BPBD

BLH
c Rehabilitasi lahan dan konservasi tanah

pada kawasan r€Man bencana longsor
Seluruh kawasan rawan
bencana

2 Perwt riudan Kawasan Budi DaYa

2.1 Penoenbanqan Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Rakyat , , ,-

a Penataan dan rehabilitasi lingkungan
kawasan hutan produksi

Seluruh kawasan hutan
produksi

APBD Provinsi

APBD KabuPaten

Dinas Kehutanan

b Penataan dan rehabilitasi lingkungan
kawasan hutan rakYat

Seluruh kawagan hutan
rakyat

APBD Provinsi

APBD KabuPaten

Dinas Kehutanan

22 Penoembanqan Kawasan Permukiman Perk olaan

-

a Percepatan penyediaan Perumahan
melalui kegiatan : PenYediaan KPR
bersubsidi, Pengembangan perumahan

swadaya dan Pengembangan
Kasiba/Lisiba

Seluruh kecamatan APBD Kabupaten

lnveslor

Dinas PU CiPta Karya

Swasta
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b Penataan dan rehabilitasi lingkungan
kawasan permukiman kumuh

Seluruh kecarnatan APBD KabuPaten Dinas PU Cipta Karya

2.3 Penoembanoan Kawasan Permukiman Perdesaan
Dinas PU Cipta Karya

SKPD Kecamatan
a Penyediaan prasarana dan

kawasan perdesaan
sarana Seluruh kecamatan APBD KabuPaten

b Pengembangan sistem jaringan
transportasi yang mendukung alur produksi

kaw. Perdesaan

Seluruh kecamatan APBD KabuPaten Dinas PU Cipta Karya

Dinas Perhubungan

Dinas PU Bina Marga dan
Penoairan

2.4 Penoembanoan Kawasan lndustri

e Peningkatan dan Pengembangan
infrastruktur pendukung kawasan induslri

Kec. Lubai, Kec.
Gelumbang

Talang Ubi dan Kec.
Penukal

APBD KabuPaten

lnvestor

Dinas Perindutrian dan
Perdagangan

25 Pengembangan Kawasan Pertambangan

Evaluasi status Perijinan Kuasa
Pertambanoan

Studi kajian cadangan pada potensi
\Mlavah Pertambanoan

APBD Kabupaten i Dinas Pertambangan dan Energi
I

a Seluruh wilayah

tat
b Seluruh wilayah APBD KabuPaten Dinas Pertambangan dan Energi

Dinas Pertambangan dan Energi

BLH

,Et tot I

c Rehabilitasi dan Penghijauan lahan-lahan
eks tambang

Penoembanqan Kawasan Pariwi*t,
Peningkatan dan Pengembangan
infrastruktur pendukung kawasan
pariwisata

Seluruh wilaYah eks
tambang

APBD KabuPaten

26
Air Terjun Bedegung;

Air Terjun Putri DaYang
Rindu

Danau SegaYam

Air Panas Gemuhak

APBD KabuPaten Dinas Pemuda Olahraga
Kebudayaan dan Pariwisata

Dinas PU Cipta Karya

T-- r- ----l
a

b Peningkatan dan Pemeliharaan Kawasan
Wisata Sejarah dan BudaYa

candi bumi ayu APBD KabuPaten Dinas Pemuda Olahraga
Kebudayaan dan Pariwisata
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No Program UBrna Lokasi Surnber Dsna
I u ffi tv

PenqembanqanPertanian , , I

-T -l

2.7
I
LPenyusunan database bidang pertanian,

perkebunan, petemakan dan perikanan
Seluruh kawasan
pertanian

APBD Kabupaten Dinas Pertanian Tanaman
Pangan

Dinas Petemakan dan Perikanan

Dinas Perkebunan

APBD KabuPaten Dinas Pertanian Tanaman
Pangan

Dinas Peternakan dan Perikanan

Dinas Perkebunan

b Pengembangan sentra-sentra produksi
pertanian (tanaman pangan, hortikultura,
perkebunan dan Pertemakan)

Seluruh kawasan
pertanian

L Penerapan dan peningkatan teknologi
pertanian (lanaman pangan, hortikultura,
perkebunan dan Pertemakan)

Seluruh kawasan
pertanian

APBD KabuPaten Dinas Pertanian Tanaman
Pangan

Dinas Petemakan dan Perikanan

Dinas Perkebunan

Seluruh kawasan
pertanian

APBD KabuPaten Dinas Pertanian Tanaman
Pangan

Dinas Petemakan dan Perikanan

Dinas Perkebunan
F)inrs P[ I Cinta Kerve

d Pembangunan sarana dan Prasarana
produksi pertanian (tanaman pangan,

hortikultura, perkebunan dan pertemakan)

Dinas Pertanian Tanaman
Pangan

Dinas Petemakan dan Perikanan

Dinas Perkebunan

Dinas Koperasi dan Penanaman
Modal

e Peningkatan manajemen kelembagaan dan

akses petani terhadap pasar dan lembaga
permodalan

Seluruh kawasan
pertanian

APBD KabuPaten

APBD KabuPaten Dinas Pertanian Tanaman
Pangan

Dinas Petemakan dan Perikanan

Dinas Perkebunan

f Peningkatan Sumberdaya Pertanian
(tanamen Pangan, hortikultura,
perkebunan, petemakan dan perikanan)

Seluruh kawasan
pertanian
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s Program pengembangan industri hasil-hasil
pertanian

Seluruh kawasan
agropolitan

APBD Kabupaten Dinas Pertanian Tanaman
Pangan

Dinas Petemakan dan Perikanan

Dinas Perkebunan

Dinas Perindutrian dan
Perdaoanoan

h Peningkatkan kemampuan sumber daya
manusia dalam penguasaan teknologi
petani tradisional sektor perkebunan

Seluruh Kecamatan APBD Kabupaten Dinas Perkebunan

Dinas Kependudukan dan CaPil

Penyediaan sarana, prasarana seklor
perkebunan

Seluruh kawasan
perkebunan

APBD Kabupaten Dinas Perkebunan

, Peningkatan kemampuan kelembagaan
ekonomi pada tingkat petani tradisional
sektor perkebunan

Seluruh Kecamatan APBD Kabupaten Dinas Perkebunan

c PERVlIUJUDAN KAWASAN STRATEGIS KABUPA rEN

1.1 Prooram Penataan Kawasan Strategis Kabupaten

a Penvusunan RDTR lbukota Kabupaten Kec. Muara Enim APBD Kabupaten Dinas PU Cipta Karya

b Penyusunan RDTR lbukota Kecamatan Seluruh ibukota
kecamalan

APBD Kabupaten Dinas PU Cipta Karya

1.2 Prnnram Pcmrnf=nrn rirn Penoembanoen lawasan Strateois Kabuoa 3n

APBD Kabupaten Dinas PU Cipta Karya

Dinas Perkebunan

Dinas Pertanian Tanaman
Panoan

d Evaluasi Kebijakan Penetapan Kawasan
Agropolitan

Seluruh kawasan
agropolitan

b Peningkatan sarana dan Prasarana
pendukung kawasan agroPolitan

Seluruh kawasan
agropolitan

APBD Kabupaten Dinas PU Cipta Karya

Dinas Perkebunan

Dinas Pertanian Tanaman
Panoan
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c Evaluasi Kebijakan Penetapan Kawasan
PLTU, PLTG dan PLTB

PLTB Lumut Balai

PLTB Balu Balai

PLTU Rantau Dedap

PLTU Mulut Tambang
Banko Tengah

PLTU Gunung Raja

PLTU Talang Ubi

PLTU Belimbing

PLTG Pananq Java

APBD Provinsi

APBD Kabupaten

Dinas Perlambangan dan Energi

d Pembangunan dan peningkatan fungsi
kawasan PLTU dan PLTB

PLTB Lumut Balai

PLTB Batu Balai

PLTU Rantau Dedap

PLTU Mulut Tambang
Banko Tengah

PLTU Gunung Raja

PLTU Talang Ubi

PLTU Belimbing

PLTG Panano JaYa

APBD Provinsi

APBD Kabupaten

Dinas Pertambangan dan Energi

Swasta

e Peningkatan sarana dan prasarana
pendukung kawasan silui candi bumi ayu

Situs Candi Bumi Ayu APBD Provinsi

APBD Kabupaten

Dinas Pemuda Olahraga
Kebudayaan dan Pariwisata
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IAMPIRAN V

TABET PERATURAN ZONASI

A.1 Kawasan Lindung yang | . Diizinkan kegiatan pariwiseta
memberikan pedindungan I VanO tidak merubah bentang
kawasan bawahannya I alam, seperti: outbound, wiiata

i alam, olahnga. camping dan
. Kawasan Hutan Lindung I hiking

. Tidak diizinkan kegiatan yang
merubah dan mengurangi luas
hutan dan kawasan lindung,
seperti; kegiatan pertambangan.
Kecuali kegiatan pertambangan
yang sudah eksploitasi dan yang
izinnya tidak diperpanjang lagi.

. Kawasan Resapan air

. Kawasan Bergambut

KLB maksimum 0,3;

KDB maksimum 9 %;

KDH minimum 90%;

GSB minimum berbanding lurus
dengan Rumija;

Prasarana yang dapat dibangun
meliputi: jalan inspeksi dengan
rumijaSmdanpos-pos
pengawasan

Prasarana yang dapat dibangun
meliputi: jalan inspeksi dengan
rumija 6 m

Pemanfaatan ruang harus disertai
peng?wasan Pem'erintah Provinsi

Pemanfaatan ruang harus disertai
pengawasan Pemerintah Provinsi
dan Kementerian Kehutanan

A.2 Kawasan Pedindungan i r Tidak diizinkan kegiatan yang
Setempat I merubah dan menempati
. Sempadan Sungai I kawasan sempadan sungai dan
. Kawasan Sekitar Mata Air j mata air

. KLB maksimum 0;

. KDB maksimum 0 %;

. KDH minimum 100%:

A,3 Kawasan Suaka Alam,
pelestarian alam dan cagar
budaya
. Kawasan Suaka Alam
. Suaka Margasatwa
. Cagar Alam
. Taman Hutan Raya
. Taman wisata alam

. Diizinkan kegiatan pariwisata
yang tidak merubah bentang
alam, seperti . outbound, wisata
alam, olahnga, camping dan
hiking

. Tidak diizinkan kegiatan yang
merubah dan mengurangi luas
kawasan.

. Pembalasan tam operasi wisata.

. KLB maksimum 0,3;

. KDB maksimum 13 %,

. KDH minimum 85%:

. GSB minimum berbanding lurus
dengan Rumija;

Prasarana yang dapat dibangun
meliputi: jalan inspeksi dengan
rumija 8 m, parkir kendaraan,
tempat-tempat istirahat, warung
dan pos-pos pengawasan

Pemanfaatan ruang harus disertai
pengawasan Pemerintah Provinsi

A.4 Kawasan Rawan Bencana
. Kawasan Rawan Erosi

Bersyarat pada kegiatan yang
sudah memiliki dokumen AMDAL

. KLB maksimum 0,5;

. KDB maksimum 38 %;

r Prasarana yang dapat dibangun Pemanfaalan ruang harus disertai
san Pemerintah Provinsi
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. Kawasan ra,van banjir dan sudah menyusun Upaya
Pengelolaan Lingkungan (UKL)
dan Upaya Pemantauan

r KDH minimum 50%;
. GSB minimum berbanding lurus

dengan Rumija;

rumija 8 m.

B.1 Kawasan Peruntukan Hutan
Produksi

. Diizinkan kegiatan pariwisata
yang tidak merubah bentang
alam, seperti outbouN, wisata
alam, olahnga, camping dan
hiking

. Tidak diizinkan kegiatan yang
merubah dan mengurangi luas
hutan, seperti: pertambangan.
Kecuali kegiatan pertambangan
yang sudah eksploitasi dan
izinnya tidak untuk diperpanjang

o KLB maksimum 0,5;
r KDB maksimum 9 %;
. KDH minimum 90o/o;
. GSB minimum berbanding lurus

dengan Rumija;

. Prasarana yang dapat dibangun
meliputi: jalan inspeksi dengan
rumijaSmdanpos-pos
pengawasan

Pemanfaatan ruang harus disertai
pengawasan Pemerintah Provinsi
dan Kementerian Kehutanan

8.2 Kawasan Peruntukan 1 . Tidak diizinkan kegiatan yang
Pertanian I merubah dan mengurangi luas
. Kawasan pertanian lahan I pertanian lahan basah terutama

basah (padi sawah) | pada lahan irigasi teknis.
. Kawasan pertanian lahan I . Diizinkan kegiatan perkebunan

kering ] rakyat pada kawasan pertanian

. KLB maksimum 0,5;

. KDB maksimum 13 %;

. KDH minimum 85%;

. GSB minimum berbanding lurus
dengan Rumija;

r Prasarana yang dapat dibangun
meliputi: jalan usaha tani dengan
rumija 8 m, gudang penyimpanan
hasil pertanian, tempat
penjemuran padi, tempat
penyimpanan Saprodi

Pemanfaatan ruang harus disertai
pengawasan Pemerintah Provinsi

8.3 Kawasan Peruntukan
Perkebunan

Tidak diizinkan kegiatan yang
merubah dan mengurangi luas
kawasan perkebunan. Kecuali
kegiatan pertambangan yang
sudah eksploitasi dan izinnya
tidak untuk diperpanjang lagi

. KLB maksimum 0,5;
o KDB maksimum 13 %;
. KDH minimum 85%;
e GSB minimum berbanding lurus

dengan Rumija;

. Prasarana yang dapat dibangun
meliputi: jalan usaha tani dengan
rumija 8 m, tempal parkir bongkar
muat, gudang penyimpanan hasil
perkebunan, tempat pengolahan
hasil perkebunan. mess tempat
tinggal pekerja, tempat
penyimpanan Saprodi, kantor

Pemanfaatan ruang harus disertai
pengawasan Pemerintah Provinsi

8,4 Kawasan Peruntukan
Perikanan

Pembangunan rumah petani /
nelayan diluar Garis Sempadan
Sungai

r KLB maksimum 0,5,
. KDB maksimum 13 %;
. KDH minimum 85%;
o GSB minimum berbandinq lurus

Prasarana yang dapat dibangun
meliputi: jalan usaha tani dengan
rumija I m, tempat parkir bongkar
muat, tempat pengolahan hasil

Pemanfaatan ruang harus disertai
pengawasan Pemerintah Provinsi
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pengolahan hasil perikanan, balai
pelatihan, pengembangan sarana
dan prasarana perikanan diluar
Garis Sempadan Sungai

r Tidak diizinkan kegiatan lain yang
mengganggu kegiatan perikanan
dan kualitas air sunqai / danau

perikanan, balai pelatihan.

8.5 Kawasan Petemakan

. Diizinkan pembangunan rumah
petani disekitar kawasan.

. Diizinkan rumah potong hewan
dan balai pelatihan disekitar
kawasan.

. Tidak diizinkan kegiatan lain yang
mengganggu kegiatan

. KLB maksimum 0,5;
e KDB maksimum 38 %;
. KDH minimum 50%;
. GSB minimum berbanding lurus

dengan Rumija,

. Prasarana yang dapat dibangun
meliputi: jalan usaha tani dengan
rumija 8 m, tempat parkir bongkar
muat, rumah potong, balai
pelatihan.

Pemanfaatan ruang harus disertai
pengawasan Pemerintah Provinsi

8.6 Kawasan Peruntukan
Pertambangan

. Tidak diizinkan kegiatan yang
mengganggu kegiatan
pertambangan.

. Diizinkan mess operator, kantor
pengelola penambangan.

. Bersyarat pada kegiatan yang
sudah memiliki dokumen AMDAL
dan sudah menyusun Upaya
Pengelolaan Lingkungan (UKL)
dan Upaya Pemantauan

. KLB maksimum 2;

. KDB maksimum 20 o/o;

. GSB minimum berbanding lurus
dengan Rumija;

r Prasarana yang dapat dibangun j Pemanfaatan ruang harus disertai
meliputi: jalan tambang dengan I pengawasan Pemerintah provinsi
rumija 24 m. I dan Kementerian ESDM

8.7 Kawasan Perunlukan lndustri
r Kawasan Agroindustri
. Kawasan industri

. Bersyarat pada kegiatan yang
sudah memiliki dokumen AMDAL
dan sudah menyusun Upaya
Pengelolaan Lingkungan (UKL)
dan Upaya Pemantauan
Lingkungan (UPL).

. Diizinkan pembangunan mess
karyawan.

. Tidak diizinkan kegiatan lainnya
yang mengganggu kegiatan
industri.

. KLB maksimum 3;

. KDB maksimum 75 %;

. KDH minimum 10%;

. GSB minimum berbanding lurus
dengan Rumija;

Prasarana yang dapat dibangun
meliputi: jalan kawasan industri
dengan rumija 24 m, gudang,
area bongkar muat, mess
karyawan, IPAL.

Pemanfaatan ruang harus disertai
pengawasan Pemerintah Provinsi
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. Penyelenggaraan lpAL.

. Diizinkan pembangunan

B.B Kawasan Peruntukan
Pariwisata

Diizinkan kawasan komersial
yang mendukung kegiatan
pariwisata, seperti: toko souvenir,
hotel, restoran.
Tidak diizinkan kegiatan yang
tidak berkaitan dengan kegiatan
pariwisata.
Pembatasan jam operasi kegiatan
pendukung wisata, seperti
restoran dan toko souvenir
Diizinkan kegiatan outbound.
wisata alam. olahnga, camping,
hiking, dil.

Bersyarat pembangungan
komersial dengan jam operasi
tertentu.
Tidak diizinkan kegiatan lainnya
yang mengganggu kegialan

' KLB maksimum 0,8;
. KDB maksimum 40 o/o;

. KDH minimum 50%;

. GSB minimum berbanding lurus
dengan Rumija;

Prasarana yang dapat dibangun
meliputi: jalan kawasan wisata
dengan rumija 12 m, pusat
informasi wisata, pertokoan.

Pemanfaatan ruang harus disertai
pengawasan Pemerintah Provinsi

B.9 Kawasan Peruntukan
Permukiman

. KLB maksimum 1;

. KDB maksimum 40 %;

. KDH minimum 50%;

. GSB minimum berbanding lurus
dengan Rumi.ja;

Prasarana yang dapat dibangun
meliputi: jalan lingkungan dengan
rumija 8 - 12 m, pusat informasi
wisata, pertokoan.

Pemanfaalan ruang harus disertai
pengawasan Pemerintah Provinsi

C.1 Sekitar Prasarana
Transportasi

Diizinkan kawasan komersial,
seperti: hotel, restoran. rumah
makan, pusat pertokoan.
Bersyarat dengan terlebih dahulu
disusun Analisis Dampak Lalu
Lintas (ANDALIN) pada
pembangunan Pusat
Perbelanjaan (mall, plaza, pusat
pasar dan pasar lradisional).

KLB maksimum 3,

KDB maksimum 75 o/o;

KDH minimum 10%;
GSB minimum berbanding lurus
dengan Rumija;

Prasarana yang dapat dibangun
meliputi: lempat parkir dan tempal
bongkar muat.

Pemanfaatan ruang harus disertai
pengawasan Pemerintah Provinsi
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